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LAJU DAN PENYEBAB DEFORESTASI DI INDONESIA :
PENELAAHAN KERANCUAN DAN PENYELESAIANNYA

William D. Sunderlin dan Ida Aju Pradnja Resosudarmo

Ringkasan

Sudah ada beberapa penelitian utama mengenai laju dan penyebab deforestasi di Indonesia akhir-akhir ini dan
sudah banyak literatur yang berkaitan dengan hal tersebut, namun masih belum ada konsensus dalam dunia
penelitian mengenai masalah-masalah ini. Makalah ini mengulas aspek-aspek ketidakpastian dan kerancuan yang
ada, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab untuk mendapatkan pokok permasalahan.
Diantara pertanyaan-pertanyaan pokok adalah: (1) Bagaimanakah kita mendefinisikan “hutan”, “deforestasi”
dan “pelaku deforestasi” dalam konteks Indonesia?; (2) Apakah ciri-ciri sosio-ekonomis dan bagaimanakah
praktek penggunaan lahan berbagai pelaku yang dikelompokkan begitu saja di bawah istilah “perladangan
berpindah”?; (3) Apakah hubungan antara naiknya kepadatan penduduk dan hilangnya tutupan hutan merupakan
hubungan sebab akibat atau hanya kebetulan?; (4) Mengapa beberapa pemegang konsesi nampaknya mengelola
konsesinya dengan cukup baik, sedangkan banyak pemegang konsesi lainnya tidak?; (5) Apakah pengaruh nyata
restrukturisasi ekonomi makro dan perubahan harga-harga komoditas sejak awal 1980-an pada tutupan hutan?
Diusulkan pedoman-pedoman untuk perbaikan penelitian mengenai laju dan penyebab perubahan tutupan hutan.
Makalah ini diakhiri dengan catatan akan perlunya menghilangkan kecenderungan mencari penyebab tunggal.
Penjelasan-penjelasan yang meyakinkan tentu saja tidak sederhana, karena penyebab-penyebab deforestasi ter-

tanam dalam kekuatan-kekuatan sosio-ekonomis yang mapan dan luas jangkauannya.

PENDAHULUAN

Indonesia menempati peringkat ketiga (sesudah Brazil
dan Zaire) dalam kekayaan hutan hujan tropis, dan
memiliki 10% dari sisa sumberdaya ini di dunia.
Perkiraan resmi mengenai kawasan lahan hutan di
Indonesia sangat bervariasi. REPELITA VI, 1994/95-
1998/99 menyebutkan bahwa ada 92,4 juta ha lahan
hutan pada tahun 1993 (RI 1994:312). Ini merupakan
48,1 % dari keseluruhan daratan Indonesia. Inventa-
risasi Hutan Nasional, berdasarkan data satelit 1986-91
memperkirakan adanya 120,6 juta ha lahan hutan, yang
meliputi 69% daratan di negeri ini (tidak termasuk
Pulau Jawa) (GOI/FAO 1996:17-18). Perkiraan penye-
baran hutan di Indonesia adalah sebagai berikut:
Kalimantan (32,0% dari keseluruhan); Irian Jaya
(29,9%); Sumatra (20,8%); Sulawesi (9,7%); Maluku
(5,5%); dan daerah-daerah lain (2,1%) (data dari
GOI/FAO 1996:36).

Bermula dari pertengahan tahun 1960-an eksploi-
tasi komersial hutan di pulau-pulau di luar pulau Jawa'
telah tumbuh dengan cepat dan Indonesia kini meru-
pakan salah satu pengekspor kayu tropis yang terbesar
di dunia (terutama kayu lapis). Pada tahun 1996
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pemegang hak pengusahaan hutan (HPH) berjumlah
445 dan meliputi area seluas 54.060.599 ha.” Pada tahun
1994 kayu dan produk-produk kayu menghasilkan
sekitar US$ 5,5 milyar pendapatan ekspor Indonesia,
kira-kira 15% dari keseluruhan pendapatan ekspor
(Economist Intelligence Unit 1995b:3). Ada kira-kira
700.000 orang yang dipekerjakan di sektor hutan seca-
ra resmi (World Bank 1995:1).

Dalam perjalanan perkembangan industri perka-
yuan, terjadi peningkatan besar dalam jumlah dan laju
hilangnya tutupan hutan di Indonesia. Penelitian FAO
tahun 1990 menunjukkan bahwa tutupan hutan di
negeri ini telah berkurang dari 74% menjadi 56%
dalam jangka waktu 30-40 tahun (FAO 1990:3). World
Bank (1990:xx), mengacu pada penelitian yang
dilakukan FAO, mencatat peningkatan dalam estimasi
deforestasi setiap tahun: pada tahun 1970-an 300.000
ha/tahun; pada tahun 1981, 600.000 ha/tahun; pada
tahun 1990 satu juta ha/tahun.

Orang cenderung berkesimpulan bahwa pertum-
buhan industri perkayuan mengakibatkan peningkatan
laju deforestasi yang dianggap cepat sekali, karena
kedua fenomena itu terjadi pada saat yang bersamaan.
Namun penjelasan lain menekankan bahwa deforestasi

Istilah “pulau-pulau di luar pulau Jawa ” dimaksudkan untuk kawasan Indonesia di luar Pulau Jawa, Madura dan Bali.

Data dari komunikasi pribadi, Waskito Suryodibroto, Sekretaris Dirjen, Ditjen Pengusahaan Hutan, Departemen Kehutanan,
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Tabel 1: Perubahan pandangan mengenai penyebab deforestasi di Indonesia sejalan dengan waktu

JENIS PENYEBAB
PENYEBAB YANG
PELAKU MENDASARI DEFORESTASI
SUMBER petani rakyat
sistem transmigran | transmigran| perkebunan | industri | pemerintah |perkembang-
perladangan | spontan umum & tanaman | perkayuan /politik an ekonomi
berpindah keras

World Bank

1990
FAO 1990
Dick 1991
WALHI 1992 dampak

dilebihkan
Barbier ef al. pertumbuhan kepadatan penduduk dianggap
1993 penyebab paling penting
Ascher 1993 Sekutu Peme- | diversifikasi
rintah - Dephut ekonomi

Porter 1994
Dauvergne dampak

1994 dikecilkan

. I . dampak
Thiele 1994 dampak dilebih-lebihkan dikecilkan
World Bank dampak dampak

1994 dilebihkan dikecilkan

dampak tuntutan lahan |pengaruh harga
Angelsen 1995 dilebihkan pemerintah dari luar
MOF 1995 dampak
dilebihkan
Ross 1996 koalisi
penguasa
Fraser 1996 kepadatan dampak
penduduk dilebihkan

Hasanuddin petani rakyat

1996 tidak bersalah
Dove 1996 dﬁZ$£i§n ekonomi politik nasional

Petak yang diberi warna gelap menunjukkan bentuk pelaku/penyebab yang memegang peran utama dalam deforestasi.

di pulau-pulau di luar pulau Jawa terutama adalah
sebagai akibat pertumbuhan kepadatan penduduk dan
pertumbuhan jumlah petani kecil/rakyat di kawasan-
kawasan ini. Data mengenai kepadatan penduduk di
Indonesia menunjukkan korelasi negatif yang kuat
dengan tutupan hutan (FAO 1990:10; Barbier et al,
1993; Fraser 1996).’

Saat ini pada dasarnya ada dua kubu dalam perde-
batan yang berlangsung mengenai penyebab deforestasi
di Indonesia (Tabel 1). Di satu pihak ada penjelasan-
penjelasan yang memandang produksi petani kecil dan
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meningkatnya jumlah petani kecil sebagai penyebab
utama deforestasi (FAO 1990; World Bank 1990;
Barbier et al. 1993, Fraser 1996). Penjelasan tersebut
cenderung memandang penduduk sipil dan terutama
petani kecil, sebagai faktor utama dalam pembabatan
tutupan hutan. Di pihak lain ada penjelasan-penjelasan
yang, meskipun mengakui peran besar produksi petani
kecil dalam deforestasi, lebih menekankan pada peranan
pemerintah dan proyek-proyek pembangunannya, dan
pada sektor industri perkayuan (Dick 1991; WALHI
1992; Ascher 1993; Dauvergne 1994; Porter 1994;

Flint (1994:1043) menunjukkan korelasi ini untuk Asia Tenggara secara keseluruhan.
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Thiele 1994; World Bank 1994; Angelsen 1995; Dove
1996; Hasanuddin 1996; Ross 1996).

Tabel 1 menunjukkan bergesernya “titik berat”
penjelasan penyebab deforestasi akhir-akhir ini. Pada
tahun 1990 World Bank dan FAO menyatakan penyebab
utamanya adalah perladangan berpindah. Analisa-analisa
berikutnya menyatakan bahwa peran perladangan
berpindah dalam deforestasi telah terlalu dibesar-
besarkan, dan peran sektor industri perkayuan kurang
disoroti. Pemikiran baru ini terutama menyatakan
bahwa sektor industri perkayuan memainkan peranan
penting secara tidak langsung dalam deforestasi dengan
kegiatannya mengeksploitasi hutan, yang kemudian
diambil alih dan diusahakan oleh para petani kecil.

Perlu dicatat bahwa telah ada perubahan besar
dalam pandangan World Bank, yang merupakan salah
satu pemain kunci resmi dalam perdebatan ini. Pada
tahun 1990, World Bank (1990:xxi) memperkirakan
laju deforestasi tahunan antara 700.000 dan 1.200.000
ha, di mana konversi oleh petani kecil ditaksir sebesar
350.000 - 650.000 ha dari keseluruhan angka laju
deforestasi diatas, dan menekankan keprihatinannya
pada sistem perladangan berpindah. Pada tahun 1994
World Bank (1994:ix, 19) menemukan bahwa pengelo-
laan konsesi hutan di pulau-pulau di luar pulau Jawa
sebagai prioritas utama masalah lingkungan yang
dihadapi negara ini dan mencatat bahwa peranan sis-
tem pertanian berladang dalam deforestasi telah terlalu
dibesar-besarkan dalam studi-studi sebelumnya.

World Bank (1994:51) mengacu pada penelitian
Dick (1991), menyatakan bahwa program-program
yang disponsori pemerintah (transmigrasi, perkebunan,
kegiatan pembalakan) menyebabkan 67% dari semua
deforestasi.

Perubahan dramatis pada pandangan World Bank
tidak boleh diartikan sebagai tanda bahwa para peneliti
telah semakin mengerti sampai sejauh mana tingkat
deforestasi dan penyebabnya di Indonesia. Justru seba-
liknya, nampaknya meskipun elemen-elemen penting
telah berhasil diakumulasi, masih banyak ketidakpastian
dan teka-teki yang dihadapi. World Bank (1994:19)
mengakui bahwa taksiran laju tahunan deforestasi
didasarkan pada data yang lemah. Bukannya menga-
jukan estimasinya sendiri yang telah diperbaharui,
World Bank malahan hanya melaporkan berbagai esti-
masi yang dikemukakan pihak-pihak lain, dari 263.000
ha/tahun sampai 1.315.000 ha/tahun (World Bank:
1994:52). World Bank kelihatannya mendua dalam hal
pelaku deforestasi. Di satu pihak lembaga ini mem-
besarkan peranan industri perkayuan dan peranan
program-program pemerintah dalam proses deforestasi,
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dan mengecilkan peranan sistem pertanian berladang;
di pihak lain mengatakan bahwa pertanian rakyat me-
rupakan “penyebab terbesar deforestasi” (World Bank
1994:53).

Ulasan atas beberapa literatur mengenai deforestasi
di Indonesia menunjukkan bahwa ada dua penyebab
utama kelemahan dasar pengetahuan masalah ini.
Pertama, data primer yang dapat diandalkan mengenai
laju dan penyebab perubahan tutupan hutan kurang
sekali. Dick (1991:32) mengamati bahwa karena
keterbatasan ini, estimasi tingkat dan penyebab de-
forestasi di Indonesia adalah “perkiraan semi-intelek”
(semi-educated guesses). Kedua, para komentator
mengenai masalah tersebut memakai istilah-istilah
seperti “deforestasi” dan “perladangan berpindah”
dengan beraneka arti. Kita lihat nanti bahwa hal ini
mengakibatkan berbagai kekacauan dalam perdebatan
mengenai masalah di atas.

Langkah yang paling berguna menuju peningkatan
dasar pengetahuan mengenai deforestasi adalah meng-
adakan ulasan kritis mengenai literatur yang ada.
Dengan cara ini kita dapat terlebih dahulu menetapkan
‘tingkat kepercayaan’ bagian-bagian yang relevan dari
analisa yang telah dikerjakan, menentukan topik-topik
yang memerlukan penelitian lebih jauh, dan mengu-
sulkan pedoman untuk mengatasi kerancuan masalah.

Makalah ini akan mengulas literatur mengikuti
langkah-langkah berikut. Pertama-tama akan ditelaah
masalah konseptualisasi istilah “deforestasi” dan “pelaku
deforestasi” yang tidak jelas. Kedua, akan dianalisa
diskusi mengenai berbagai penyebab perubahan tutupan
hutan. Urutannya adalah: petani kecil (perladangan
berpindah dan “perambah hutan”; produksi perkebunan
rakyat; transmigrasi umum; transmigrasi spontan; per-
tumbuhan jumlah penduduk); kegiatan pembalakan
dan industri perkayuan; perkebunan dan hutan tanaman
industri; kebijakan-kebijakan ekonomi makro; serta
berbagai bentuk penyebab yang selama ini kurang diper-
hatikan dalam literatur. Ketiga, akan diusulkan pedoman-
pedoman untuk perbaikan penelitian mengenai laju dan
penyebab perubahan tutupan hutan. Makalah ini akan
ditutup dengan ringkasan permasalahan-permasalahan
pokok yang memerlukan penelitian lebih jauh.

MASALAH DEFINISI YANG KURANG
TEPAT DAN SALING BERTENTANGAN

Estimasi mengenai luas areal deforestasi rata-rata
tahunan di Indonesia sangat berbeda-beda, mulai dari
yang rendah seluas 263.000 ha (TAG 1991) sampai
yang tinggi seluas 2.400.000 ha (Hasanuddin 1996)

Estimasi deforestasi FAO (1990) mengandalkan berbagai taksiran tutupan hutan pada tahun-tahun yang berbeda; perubahan tutu-

pan hutan kemudian diekstrapolasi pada tingkat propinsi berdasarkan data kepadatan penduduk (Sutter 1989:101-154). Estimasi
World Bank (1990:3, 147) mengenai deforestasi mengandalkan kalkulasi bank dan survey suplai kayu. Estimasi perubahan tutu-
pan hutan yang dapat diandalkan memerlukan diperbandingkannya gambar-gambar satelit yang berkesesuain selama beberapa

tahun (Downton 1995:230).
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Tabel 2: Estimasi deforestasi setiap tahun di Indonesia (ribu ha)

SUMBER PELAKU
ESTIMASI Perkembangan | Tanaman | Pengusaha-| Transmi- | Pertanian | Pemba- | Keba- | TOTAL
Transmigrasi | Perke- | an Tanah grasi Tradisional | lakan | karan
bunan Sewa Spontan Hutan
World Bank 250 500 80 70 900
1990
FAO 1990 300 274 85 461 80 113 1,315
TAG 1991 65 11.4 30.4 156.5 TT TT 262.9
MOF 1992 300 160 300 77 478 1,315
Dick 1991 78.4 11.4 30.4 178.5 135.5 120 70 623
Sukarjo TT TT TT TT TT TT TT 809
1996°
Hasanuddin TT TT TT TT TT TT TT 2,400
1996

Empat baris pertama dalam tabel ini (World Bank 1990 sampai dengan MOF 1992) dikutip dari World Bank (1994:52).
Data aslinya dimodifikasi untuk mencerminkan kenyataan bahwa kebanyakan sumber data tidak membedakan kategori
“transmigrasi spontan” dan “pertanian tradisional”. Tabel World Bank (1944:52) memberikan kesan yang keliru, bahwa
keduanya dibedakan satu sama lain. Dick (1991) memberikan kontribusi nyata dengan mengakui perbedaan itu. TT

artinya “tidak tersedia”.

a Dilaporkan di Jakarta Post, 29 Mei 1996.

(lihat Tabel 2). Beberapa penulis melihat bahwa estimasi
deforestasi di Indonesia digerogoti oleh penggunaan
istilah “deforestasi” yang kurang jelas dan tidak kon-
sisten. Diantara penulis yang paling vokal mengenai
permasalahan ini adalah Dick (1991), Soemarwoto
(1992), Saharjo (1994) dan Angelsen (1995).° Kurang
spesifiknya penggunaan istilah “deforestasi” mengaki-
batkan interpretasi data yang selektif dan karenanya
benar-benar mengaburkan permasalahannya. Seperti
yang kita lihat di bawah ini, kasus yang terburuk
adalah, “deforestasi” bagi seseorang mungkin berarti
“reboisasi (penghutanan kembali)” bagi orang lain.
Masalah yang ada hubungannya dengan hal tersebut
adalah bagaimana seseorang mengkonsepsualisasikan
atau mendefinisikan “pelaku” deforestasi. Berikut

beberapa kesulitan utama dalam penggunaan istilah
“deforestasi” dan “pelaku deforestasi’.

(1) Apakah “deforestasi” hanya berarti hilangnya
tutupan hutan secara permanen, atau baik permanen
maupun sementara? Dua diantara penelitian utama
(FAO 1990; World Bank 1990) secara tersirat menya-
takan bahwa hilangnya tutupan hutan secara permanen
ataupun sementara merupakan deforestasi. Dengan
demikian, berarti merecka menganggap kawasan per-
ladangan berpindah yang akan kembali menjadi hutan
sekunder juga merupakan deforestasi. Dengan definisi
seperti itu, kawasan yang mengalami deforestasi
maupun peranan sistem perladangan berpindah dalam
deforestasi secara keseluruhan menjadi sangat besar.

Sayer dan Whitmore (1991) dan Grainger (1993) mencatat kesulitan membuat perbandingan estimasi hilangnya tutupan hutan
secara internasional karena dipakainya definisi-definisi yang berbeda atas istilah-istilah dan konsep-konsep kunci.
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(2) Apakah “deforestasi” berarti hilangnya tutupan
hutan untuk segala macam penggunaan, atau apakah
artinya hilangnya tutupan hutan yang tidak dapat
menghasilkan kayu? Definisi yang tersirat dalam isti-
lah deforestasi World Bank 1990 (hal. 3) didasarkan
pada pandangan yang kedua.

(3) Apakah “deforestasi” berarti hilangnya tutupan
hutan saja, atau apakah itu juga berarti hilangnya
berbagai ciri-ciri kelengkapan hutan (forest attributes),
misalnya kelebatannya, strukturnya dan komposisi
spesiesnya? Saharjo (1994) menunjukkan bahwa bila
menyangkut tutupan hutan saja, luas kawasan yang
hilang lebih kecil daripada bila yang dimaksud
menyangkut hilangnya berbagai ciri-ciri kelengkapan
hutan. Degradasi hutan merupakan masalah penting
dalam penilaian perbandingan efek lingkungan yang
ditimbulkan oleh kegiatan pertanian rakyat dan
kegiatan pembalakan. Pada sistem perladangan
berpindah, misalnya, lahan yang ditanami sering
dikatakan sebagai lahan yang telah mengalami
“deforestasi”, namun lahan ini kelak dapat kembali
menjadi tutupan hutan. Hutan-hutan yang ditebang
dalam kegiatan pembalakan secara besar-besaran sering
tidak dianggap telah mengalami “deforestasi”, hanya
karena masih banyak pohon yang tegak setelah
tebang pilih, tetapi dalam beberapa kasus mungkin
banyak sekali fungsi lingkungan yang telah hilang
dari hutan tersebut.

(4) Apakah yang disebut dengan “pelaku deforestasi”
adalah mereka yang membuka tutupan hutan, atau
mereka yang kemudian menghalangi pertumbuhan
kembali tutupan hutan? Apabila pengertian pertama
yang diakui, maka perusahaan-perusahaan penebangan
hutan (HPH) memainkan peranan yang lebih besar
dalam deforestasi. Dan apabila pengertian kedua yang
diakui, maka para petani kecil, yang kadang-kadang
menduduki lahan yang telah dibuka terlebih dahulu
oleh kegiatan pembalakan (HPH), yang dianggap
berperanan lebih besar. Beberapa pengamat telah
menunjukkan bahwa secara praktis tidak mungkin
memilah-milah peranan pelaku-pelaku deforestasi
dalam suatu lokasi yang sama (contoh: World Bank
1990:xx; Ahmad 1995:3).

(5) Apakah “pelaku deforestasi” sebaiknya didefini-
sikan secara tepat dalam pengertian pemanfaatan akhir
lahan hutan yang telah dibuka, dan bukan berdasarkan
tindakan dan tujuan mereka yang sesungguhnya mem-
buka hutan? Barbier et al. (1993:7) mengusulkan jalan
pemikiran yang demikian dan berpendapat bahwa
deforestasi di Indonesia banyak terjadi pada lahan

yang dimaksudkan untuk dikonversikan menjadi lahan
pertanian, jadi peranan penyebab deforestasi dipegang
oleh pertumbuhan kegiatan pertanian.

Masalah lain yang berkaitan adalah beragamnya
perspektif para pengamat mengenai nilai utama hutan,
misalnya dalam hal penggantian hutan alam dengan
hutan tanaman industri.® Para komentator yang
mewakili pemerintah atau industri mungkin akan
mendukung perkembangan kegiatan ini, karena hasil
kayu gelondongan dari hutan tanaman industri per
hektar dapat lebih besar dibandingkan dengan hasil
dari hutan alam. Para komentator yang mewakili
kelompok lingkungan dan masyarakat di sekitar dan
di dalam hutan memandang situasi ini dengan kaca-
mata berbeda, karena proses ini dapat membahayakan
keaneka-ragaman hayati dan kepentingan masyarakat
yang tinggal di sekitar dan di dalam hutan. Dari
kacamata pendukung lingkungan, pembangunan
hutan tanaman industri dapat dipandang sebagai
“deforestasi”, sedangkan dari kacamata pemerintah dan
industri hal ini dipandang sebagai “reforestasi’.
Keprihatinan ini tercermin secara ringkas dalam
judul dokumen WALHI/YLBHI (1992) Mistaking
Plantations for Indonesia’s Tropical Forests (Keke-
liruan Menafsirkan Hutan Tanaman Industri Sebagai
Hutan Tropis Indonesia). Pandangan-pandangan
berbeda yang mewakili kepentingan-kepentingan ter-
tentu mengenai berbagai jenis hutan, dapat menye-
babkan interpretasi yang berbeda atas data primer
yang sama.

Seharusnya jelas bahwa pemakaian istilah-istilah
dan konsep-konsep penting secara lebih akurat meru-
pakan prasyarat dalam meningkatkan kualitas peneli-
tian mengenai perubahan tutupan hutan. Pada bagian 6
kami menganjurkan pemakaian metodologi baru yang
dikembangkan oleh FAO (1996) untuk menganalisa
perubahan tutupan hutan. Metodologi ini mencakup
definisi yang tepat mengenai “hutan” dan “deforestasi”
yang — apabila diterapkan secara sistematis — dapat
mencegah kekisruhan dan interpretasi selektif atas data
tutupan hutan.

PETANI RAKYAT

Dalam bagian ini kami ulas literatur terbaru mengenai
peranan petani rakyat atau petani kecil dalam peruba-
han tutupan hutan di Indonesia. Ulasan ini meliputi:
rangkaian kesatuan (continuum) “sistem perladangan
berpindah — perambahan hutan”, produksi perkebunan
rakyat; transmigrasi umum; transmigrasi spontan
(swakarsa); dan peranan kepadatan penduduk dalam
hilangnya tutupan hutan.

Durand (1944:337) mencatat bahwa cara-cara yang berbeda dalam mendefinisikan hutan primer mengakibatkan kalkulasi yang
berbeda mengenai berapa jumlah hutan semacam itu yang masih tersisa di Indonesia.
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Rangkaian Kesatuan (Continuum)
Sistem Perladangan Berpindah -
Perambahan Hutan

“Sistem perladangan berpindah “ mempunyai arti yang
berbeda bagi orang yang berbeda. Kekisruhan termi-
nologi ini menghambat usaha-usaha untuk memahami
hubungan antara sistem pertanian rakyat dengan peru-
bahan tutupan hutan. Weinstock dan Sunito (1989:5)
mengamati bahwa “meskipun setelah menelusuri ter-
minologi, kita dihadapkan pada berderet-deret definisi
mengenai bentuk produksi pertanian ini, dan setiap
definisi mencerminkan pandangan yang berbeda
mengenai jenis kegiatan apa yang harus atau yang
tidak boleh dimasukkan.” Beberapa pemakaian istilah
tersebut hanya mengacu pada sistem budidaya tradi-
sional yang lestari berkelanjutan, dengan masa bera
yang panjang; sistem ini sering dikatakan sejalan
dengan konservasi hutan-hutan primer. Penulis-penulis
lain memakai istilah “perladangan berpindah” untuk
sistem pertanian berotasi yang bisa mempunyai masa
bera yang panjang, bisa juga tidak; dan bisa dikaitkan
dengan konservasi hutan jangka panjang, bisa juga
tidak. Penulis lain lagi menyamakan “perladangan
berpindah” dengan sistem pertanian rakyat secara
umum di pulau-pulau di luar Jawa — pemakaian istilah
yang mengabaikan kenyataan bahwa banyak petani
rakyat yang dalam usahanya tidak menjalankan bentuk
rotasi apapun.

Weinstock dan Sunito (1989:20-21) menyarankan
perbedaan fundamental antara “peladang berpindah”
dan “perambah hutan”.” “Peladang berpindah” dijabar-
kan sebagai orang-orang “yang melaksanakan sistem
pertanian berotasi dengan masa bera yang lebih lama
daripada masa tanam .... Kecuali apabila dihadapkan
oleh tekanan penduduk atau kendala-kendala lain,
lahan hanya dipakai satu sampai tiga tahun dan di-
berakan (tidak diusahakan) untuk masa yang relatif
lama (sampai duapuluh tahun atau lebih)” (hal. 20).
“Para perambah hutan” dijabarkan sebagai orang-orang
“yang mungkin menggunakan sistem tebas bakar
vegetasi yang ada, tetapi dengan niatan utama untuk
mendirikan usaha pertanian yang permanen atau semi-
permanen. Meskipun mungkin ditanam beberapa jenis
tanaman pangan untuk memenuhi kebutuhan sendiri,
penanaman tanaman komersial (seringkali tanaman
tahunan) merupakan fokus budidayanya. Biasanya
lahannya tidak diberakan, tetapi dipergunakan terus
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menerus dan hanya ditinggalkan setelah kesuburannya
hampir atau telah hilang samasekali, karena tidak ada
rencana jangka panjang untuk kembali ke lokasi yang
sama (hal. 21).”

Agar kita dapat benar-benar memahami peranan
petani kecil dalam perubahan tutupan hutan di
Indonesia, perlu sekali menyadari dan mengakui
adanya rangkaian kesatuan usaha tani mulai dari sis-
tem perladangan berpindah tradisional (dengan masa
bera panjang dan konservasi hutan jangka panjang)
pada ujung yang satu, dan budidaya “perambah hutan”
(vang seringkali berakibat degradasi dalam jangka
panjang dan deforestasi) pada ujung yang lain. Di
Indonesia ada polarisasi ideologi di mana wakil-wakil
pemerintah dan LSM Lingkungan cenderung tidak
mengakui adanya rangkaian kesatuan tersebut.

Pihak pemerintah mencela perambahan hutan
sebagai merusak lingkungan dan seringkali tidak
membedakannya dengan sistem perladangan berpindah.
Apabila pemerintah serius dalam melestarikan hutan,
pemerintah harus mendukung usaha pertanian tradi-
sional yang konsisten dengan tujuan konservasi hutan
jangka panjang.® Sebaliknya LSM-LSM Lingkungan
cenderung memusatkan perhatiannya pada budidaya
perladangan berpindah tradisional’ dan mengesamping-
kan usaha-usaha pertanian yang kurang lestari berke-
lanjutan. Nampaknya aktivis-aktivis ini takut bahwa
pengakuan atas adanya usaha-usaha pertanian rakyat
yang tidak lestari berkelanjutan akan melemahkan per-
nyataan mereka bahwa penduduk yang tinggal di ping-
gir hutan memiliki kearifan dalam mengelola hutan.
Pengakuan akan keseluruhan rangkaian kesatuan berba-
gai usaha pertanian justru akan memperkuat, bukannya
melemahkan posisi LSM karena dua hal. Pertama, ini
akan menunjukkan pengakuan atas rumitnya perubahan
sosial pedesaan. Kedua, ini akan menunjukkan kepri-
hatinan terhadap perambah hutan, yang seperti halnya
para peladang berpindah, sebenarnya juga merupakan
korban proses perubahan sosial yang cepat sekali.

Terobosan penting dalam pemahaman yang lebih
baik mengenai peranan sistem perladangan berpindah
dalam deforestasi dicapai melalui kritik Dick (1991)
terhadap penelitian-penelitian World Bank (1991) dan
FAO (1990). Berdasarkan perhitungan berikut ini,
World Bank (1990) menyatakan bahwa sistem per-
ladangan berpindah memegang peranan yang sangat
besar dalam deforestasi. Luas areal yang dilaporkan
dipakai untuk perladangan berpindah dalam tiga

Ini sejalan dengan perbedaan yang dibuat oleh Myers (1995) antara Peladang “berpindah” dan Peladang “yang dipindahkan”.
Lihat Zerner (1992) untuk argumentasi yang mendukung pandangan ini.

Para aktivis LSM telah secara tepat berkeras memakai istilah “perladangan gilir-balik” daripada “perladangan berpindah” untuk

menggambarkan sistem perladangan tradisional dengan masa bera panjang yang lestari. Mereka menolak anggapan -yang tersirat
dalam istilah “berpindah” bahwa para petani ini pada dasarnya nomadik dan menetapkan haknya atas lahan-lahan hutan dengan
cara sembarangan. Meskipun penemuan istilah ini sangat berguna, tetapi tidak dapat dipakai untuk menutupi kenyataan bahwa ada

sistem-sistem nomadik dalam tataguna lahan.
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propinsi di Indonesia pada tahun 1990 adalah 14 juta
ha di Sumatra, 11 juta ha di Kalimantan dan 2 juta ha
di Irian Jaya (data RePPProT, seperti disitir oleh World
Bank (1990:3). Keseluruhan areal sejumlah 27 juta ha
meluas dengan laju 2 % setahun, yang menurut World
Bank (1990:3) berarti deforestasi seluas kira-kira
500.000 ha per tahun — jelas sekali ini merupakan
penyebab terbesar deforestasi. Asumsi FAO (1990)
kira-kira juga demikian.

Dick (1991) mengkritik asumsi yang mendasari
penelitian-penelitian ini dengan menunjukkan bahwa
para peneliti itu mencampurkan begitu saja ke dalam
kelompok “konversi oleh petani kecil” atau “sistem
perladangan berpindah”, baik budidaya “perladangan
berpindah tradisional”, yang dipandangnya merupakan
kegiatan yang tidak merusak, maupun “transmigrasi
spontan” yang dipandangnya melaksanakan kegiatan-
kegiatan yang tidak lestari berkelanjutan dan karenanya
bertanggung jawab atas bagian terbesar deforestasi'’.
Dia berpendapat bahwa apabila keduanya dibedakan,
maka para peladang berpindah tradisional hanya
bertanggung jawab atas 21% keseluruhan deforestasi,
bukannya yang terluas seperti dinyatakan oleh peneli-
tian World Bank dan FAO (hal. 32). Dia yakin bahwa
angka inipun telah melebihkan-lebihkan sumbangan
sistem perladangan berpindah tradisional terhadap
deforestasi, sebab banyak hutan yang mereka buka
adalah bagian dari tanah adat yang telah lama dirota-
sikan (hal. 32). Selain itu dikemukakannya bahwa para
peladang berpindah tradisional “peralatannya tidak
memadai untuk mengkonversi hutan, kecuali hutan
primer yang paling terbuka’ (hal. 27).

Penilaian deforestasi World Bank berikutnya,
sebagaimana disebutkan diatas, memandang praktek
sistem perladangan berpindah tradisional dengan lebih
ramah. Laporannya menyatakan bahwa sistem per-
ladangan berpindah tradisional mungkin tidak begitu
merusak seperti yang diperkirakan sebelumnya (World
Bank 1994:19). Penelitian Colfer dan Dudley (1993)
pada empat kelompok masyarakat di sekitar dan di
dalam hutan di Kalimantan Timur juga mendorong
pandangan yang lebih baik terhadap para peladang
berpindah tradisional, dengan menunjukkan bahwa
mereka mampu mengelola sumberdaya alam secara
lestari berkelanjutan dan bahwa sistem pertanian mere-
ka, meskipun menghasilkan panen padi yang rendah,
sebenarnya menghasilkan berbagai produk berharga
(kayu, hasil hutan non kayu, makanan, obat-obatan)
yang cenderung diabaikan dalam penelitian lain.

Tetapi tidak jelas benar seberapa pentingnya keber-
adaan para peladang berpindah tradisional di pulau-
pulau di luar Jawa. World Bank (1994:19) mengacu
pada penelitian baru, menyatakan bahwa “masyarakat
tradisional mungkin jauh lebih besar jumlahnya dari-
pada yang diperkirakan semula.” Namun demikian,
pengamat-pengamat lain menyatakan bahwa peladang
berpindah tradisional jumlahnya sedikit dan sedang
mengalami transformasi yang pesat dalam sistem budi-
daya mereka. Tomich dan van Noordwijk (1995:3)
mengatakan bahwa budidaya perladangan berpindah
tradisional “boleh dikatakan telah punah” di Sumatra.
Potter (1993:109) mengacu pada studi WWF yang
menunjukkan bahwa sistem “tradisional” telah menjadi
modern, misalnya dengan penggunaan gergaji mesin.
Kartawinata ef al. (1989:603) mengamati bahwa pada
beberapa kawasan di Kalimantan Timur yang dinyata-
kan kawasan perladangan berpindah, para produsen
mengembangkan tanaman tahunan yang dipelihara
selama sepuluh tahun atau lebih.

Apakah yang bisa kita tarik dari adanya beraneka
pandangan yang satu sama lain sangat berbeda menge-
nai ciri-ciri utama sistem perladangan berpindah — dan
yang lebih umum mengenai petani kecil/rakyat — di
luar Jawa? Jelas bahwa pemahaman proses perubahan
tutupan hutan di Indonesia akan sangat tergantung
pada klasifikasi yang cermat dan pengetahuan menge-
nai ciri-ciri berbagai jenis petani kecil di dalam
masyarakat yang tinggal di sekitar dan di dalam hutan.
Weinstock dan Sunito (1989:37-38) mendapatkan
bahwa diperlukan informasi mengenai hal-hal berikut:
(1) lahan yang digunakan untuk perladangan berpindah
digolongkan berdasarkan bentuk lahannya (lereng,
diL.); (2) laju perubahan luas lahan yang digunakan
untuk kegiatan perladangan berpindah sejalan dengan
waktu; (3) perubahan pola sistem perladangan berpin-
dah sejalan dengan waktu; dan (4) data mengenai pen-
datang yang masuk akibat industri pembalakan (HPH)
dan dampaknya terhadap lahan hutan. Data-data ini,
serta data perkebunan rakyat (lihat di bawah), akan
sangat membantu. Penelitian akhir-akhir ini telah
mengarah kepada hal-hal tersebut, tetapi masih banyak
yang harus dilakukan."

Produksi perkebunan rakyat

Disamping “perladangan berpindah” dan “perambahan
hutan” ada lagi sistem usaha tani yang penting di
pulau-pulau di luar pulau Jawa: perkebunan rakyat.

Dick (1991:30) juga menunjukkan bahwa penelitian-penelitian World Bank dan FAO memakai seluruh data hasil estimasi

RePPProT untuk luas areal lahan yang dipakai untuk perladangan berpindah, termasuk semak-semak dan padang rumput, untuk
mengestimasi deforestasi. Menurut dia cara demikian tidak tepat karena banyak padang rumput dan semak-semak yang alamiah
dan sudah lama ada, dan karena petani-petani tertentu telah membudidayakan kawasan-kawasan ini sejak lama.

' Lihat misalnya: BAPPEDA dan PPKD 1995; DepHut 1995; DepTrans dan YDWL 1996; Endogeotic Visicon 1996.
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Perkebunan rakyat sering tercakup dalam istilah umum
“sistem perladangan berpindah”, karena banyak pela-
dang berpindah membudidayakan tanaman perkebunan/
tanaman keras. Tetapi perkebunan rakyat harus dilihat
sebagai kategori analisa yang berbeda, karena meskipun
berkaitan erat dengan sistem perladangan berpindah,
perkebunan rakyat cenderung dilaksanakan pada jenis
lahan yang berbeda dan mengikuti logika produksi
yang samasekali berbeda (Dove 1993).

Perkebunan rakyat besar implikasinya terhadap
luas tutupan hutan, karena sering diusahakan di hutan
yang sudah dibuka dan karena berkembang dengan
pesat akhir-akhir ini. Barlow dan Tomich (1991:32)
mencatat bahwa kira-kira 20% dari seluruh lahan per-
tanian di Sumatra dan Kalimantan merupakan perke-
bunan. Pada tahun 1994 terdapat 8,89 juta ha lahan
yang ditanami dengan tiga jenis utama tanaman
perkebunan di Indonesia, dengan pembagian sebagai
berikut: karet (39%); kelapa (41%); dan kelapa sawit
(20%) (PDP 1996). Proporsi areal tanaman perkebunan
tersebut di propinsi-propinsi utama pada tahun 1988
adalah: Sumatra (55%); Jawa (15%); Kalimantan
(13%); Sulawesi (9%); dan Nusa Tenggara (5%) (Dick
1991:25). (Catatan: data ini adalah data produksi per-
kebunan rakyat dan perkebunan besar). Indonesia
adalah produsen karet alam nomor dua di dunia (kira-
kira tiga perempatnya adalah karet rakyat), produsen
minyak kelapa sawit kedua terbesar (kebanyakan dari
perkebunan besar), produsen kopi nomor tiga di dunia
(95% adalah hasil perkebunan rakyat), dan keempat
terbesar dalam produksi coklat (Economist Intelligence
Unit 1995a:29-31). Hampir seluruh produksi kelapa/
kopra berasal dari perkebunan rakyat (World Bank
1996:164).

Mungkin ada hubungan erat antara produksi per-
kebunan rakyat dan deforestasi. Chomitz dan Griffiths
(1996) menemukan bahwa tanaman keras hasil perke-
bunan rakyat, dan bukannya kegiatan perladangan
berpindah untuk memenuhi kebutuhan pokok, juga
berperan penting dalam deforestasi di Indonesia;
diantara berbagai jenis tanaman perkebunan, karet
nampaknya mempunyai hubungan yang paling erat
dengan deforestasi. Karet merupakan sumber pen-
dapatan tunggal terbesar dalam bidang pertanian di
Indonesia (US$ 1,5 milyar pada tahun 1994-95) dan
nilainya bertambah dua kali lipat pada periode 1984-
1995 (BankDunia 1996:141). Pada periode 1982-1994
produksi tanaman perkebunan meningkat dengan laju
berikut: karet dari 900 menjadi 1.499 ton (66%); kela-

pa dari 1.718 menjadi 2.631 ton (60%); dan kopi dari
281 menjadi 446 ton (55%) (World Bank 1996:163).

Ada kemungkinan penanaman pohon karet akan
meningkat sehubungan dengan fungsinya sebagai
bukti pemilikan lahan, di daerah-daerah dimana terda-
pat banyak persaingan dalam pemilikan lahan. Dove
(1993:142) mengatakan bahwa di daerah Kantu di
Kalimantan Barat, “menanam pohon karet mungkin
penting sekali sebagai cara memperoleh jaminan hak
atas tanah ... taktik ini dipakai melawan penyerobotan
tanah bukan hanya oleh orang-orang dari suku lain,
tetapi juga oleh pemerintah”. Angelsen 1995:1724-
1725) mengamati bahwa di propinsi Riau, Sumatra,
penanaman pohon karet merupakan suatu cara untuk
“memperoleh dan mengamankan hak-hak atas tanah,
sesuai dengan hukum adat dan hukum negara”.

Transmigrasi

Data sensus tahun 1990 menunjukkan bahwa 108 juta
(60%) dari 180 juta penduduk Indonesia tinggal di
Pulau Jawa dan Madura (Economist Intelligence Unit
1995a:11), kawasan yang hanya merupakan 7 % luas
daratan di negeri ini. Kepadatan penduduk pulau Jawa
merupakah salah satu yang tertinggi di dunia. Sejak
awal abad keduapuluh telah banyak usaha-usaha untuk
mendorong keluarga-keluarga pindah dari pulau Jawa
ke pulau-pulau lain untuk mengurangi tekanan pen-
duduk, kemiskinan dan degradasi lahan. Ada dua jenis
transmigran: transmigran “umum’” mendapatkan ban-
tuan penuh dari pemerintah, sedangkan transmigran
“spontan” hanya menerima sebagian atau tidak mene-
rima bantuan pemerintah sama sekali (lihat di bawah)."

Telah terjadi lonjakan tinggi dalam jumlah keluar-
ga transmigran pada dekade-dekade terakhir ini. Pada
periode 1950-1979 jumlah rata-rata transmigran
setahun adalah 6.570 kk; pada periode 1980-1984
jumlahnya naik menjadi 73.200 kk." Dick (1991:27-29)
mengamati bahwa ada perbedaan besar dalam data
jumlah transmigran dari dua buah sumber yang berbe-
da. Pada periode 1974-1989 Departemen Transmigrasi
(MOT) menyatakan bahwa ada 664.000 kk transmigran
umum, sedangkan Kelompok Penasehat Transmigrasi
(TAG) menyatakan ada 323.000 kk (Dick 1991:28).
Pada periode yang sama, Departemen Transmigrasi
memperkirakan ada 455.000 transmigran spontan;
sedangkan TAG tidak memberikan data. Persentasi
penyebaran tujuan transmigrasi selama REPELITA V
(1989/90-1993/94) adalah: Sumatra (53%); Kalimantan

Sebenarnya istilah “spontan” tidak tepat disini, karena mengandung pengertian kurangnya perencanaan dari pihak keluarga trans-

migran (pengamatan dilakukan oleh Chris Benett berdasarkan komunikasi pribadi). Kebanyakan keluarga tersebut mempunyai
banyak pertimbangan untuk pindah, apakah mereka menerima bantuan penuh, sebagian atau tidak menerima bantuan. Kami pakai
istilah itu disini dengan terpaksa, untuk mempertahankan kontinuitas pembicaraan mengenai perbedaan antara “umum” dan

“spontan” (e.g., Dick 1991; World Bank 1994).

Didapat dari data Departemen Transmigrasi dan World Bank (1988:xxiii).
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(23,5%); Sulawesi (12,6%); Irian Jaya dan Maluku
(9,2%); dan lokasi-lokasi lain (1,75%)." Diproyeksi-
kan bahwa dalam periode 1994-1999 (REPELITA VI),
akan ada penambahan sejumlah 350.000 kk transmi-
gran umum dan 250.000 kk transmigran spontan
(Dephut 1995:2).

Dampak transmigrasi umum

Dampak transmigrasi umum pada tutupan hutan di luar
Jawa dan Madura dapat diklasifikasikan ke dalam tiga
kategori: dampak langsung yakni hilangnya tutupan
hutan untuk lokasi transmigrasi; pindahnya transmi-
gran dari lokasi yang ditentukan karena penghasilan
mereka tidak mencukupi; dan adanya tekanan lahan
(land pressure) bagi keluarga-keluarga non-transmigran
di sekitar lokasi transmigrasi yang diakibatkan oleh
desakan para transmigran.

1. Pembabatan tutupan hutan. Pada pertengahan tahun
1980-an LSM-LSM internasional mengatakan bahwa
program transmigrasi bertanggungjawab atas sejumlah
besar deforestasi di Indonesia (lihat khususnya Secrett
1986). Setelah tuduhan itu dilancarkan, beberapa pene-
liti kemudian menyatakan bahwa jumlah deforestasi
yang diakibatkan oleh transmigrasi umum sangat
dibesar-besarkan. Whitten (1987:241-243), mengguna-
kan data propinsi mengenai tutupan hutan dan pem-
bukaan lahan untuk transmigrasi umum, menunjukkan
bahwa pada tahun 1979-84 program transmigrasi
yang resmi mengakibatkan konversi kurang dari 1%
keseluruhan luas hutan.”” Whitten (1987:241-243)
memperkirakan bahwa 30-50% dari lahan yang dibuka
untuk transmigrasi asalnya berhutan. Pembetulan
terhadap perkiraan terdahulu yang berlebihan (over-
estimation) beresiko melantur terlalu jauh kearah seba-
liknya. Perhitungan yang memadai mengenai dampak
transmigrasi terhadap lingkungan harus mencakup
tidak saja lahan yang dibuka untuk transmigran umum,
tetapi juga mencakup lahan lain yang dibuka oleh
transmigran umum tersebut akibat penghasilan yang
tidak mencukupi, serta lahan yang dibuka oleh trans-
migran “spontan”. Whitten (1987:242) mencatat bahwa
“transmigran swakarsa (tanpa bantuan pemerintah)”
jumlahnya dua kali lipat transmigran umum. la menge-
sampingkan pentingnya sebagian besar konversi hutan
tersebut, dengan mengatakan bahwa lahan tersebut
memang dijatahkan untuk konversi menjadi lahan per-

4 Kalkulasi didasarkan pada data DepTrans (1995: Lampiran 12).

tanian. Sekalipun ini benar, perlu diingat bahwa belum
pernah ada basis rasional dan obyektif dalam penentu-
an lahan konversi (Dick 1991:19).

Dick (1991:30) juga meragukan estimasi berlebi-
han mengenai pembukaan hutan akibat transmigrasi. la
berpendapat bahwa estimasi lama mengenai besarnya
deforestasi yang diakibatkan oleh transmigrasi umum
telah dilebih-lebihkan karena para peneliti menganggap
bahwa semua lahan yang dijatahkan untuk transmigrasi
telah dikonversikan untuk itu, padahal kenyataannya
sebagian besar dari lahan ini belum dikonversikan.
Perhitungannya sendiri mengenai deforestasi akibat
transmigrasi umum dalam periode 1979-1989 adalah
78.500 ha per tahun. la mendasarkan perhitungannya
pada asumsi bahwa 3,0 ha lahan hutan dibuka untuk
setiap kk transmigran — 2,0 ha untuk pertanian dan 1,0
untuk infrastruktur (hal. 31-32)." Perhitungan Dick
salah dalam dua hal. Pertama, ia menyamakan pembu-
kaan lahan dengan deforestasi, sedangkan kita tahu
bahwa sebagian dari lahan yang dibuka untuk transmi-
grasi tidak mengalami deforestasi karena asalnya
memang tidak berhutan (lihat diatas). Kedua, Dick lalai
menindaklanjuti persepsinya sendiri (hal. 29) bahwa
2,0 ha lahan pertanian untuk tiap keluarga tidak men-
cukupi, dan bahwa deforestasi lebih lanjut akan terjadi
saat penghuninya telah menguras kesuburan lahan
tersebut. Kesalahan pertama cenderung memperkirakan
jumlah hutan yang dibuka akibat transmigrasi umum
lebih besar dari yang sebenarnya, sedangkan yang
kedua lebih kecil dari yang sebenarnya.

2. Perpindahan akibat penghasilan tidak mencukupi.
Sampai pertengahan 1980-an, lokasi transmigrasi umum
ditujukan untuk menghasilkan tanaman pangan (ter-
utama padi) pada lahan tiap keluarga sebesar 2,0 ha.
Ternyata ini tidak memadai di berbagai lokasi, karena
disamping luas lahan tidak mencukupi, juga karena
tanah yang relatif kurang subur tidak mendukung
budidaya padi dengan sarana produksi (input) yang
rendah. Pada pertengahan 1980-an ditemukan bahwa
40-80% penghasilan transmigran umum didapatkan dari
pekerjaan di luar lahannya (World Bank 1988:xxvii).
Banyak transmigran terjerat lingkaran setan; mereka
mencari penghasilan di luar lokasi transmigrasi karena
penghasilan dari lahan di lokasi transmigrasi tidak
mencukupi, sehingga potensi penghasilan di lokasi
transmigrasi tersebut tidak dikembangkan sepenuhnya

"> Rujukan lain mengenai efek transmigrasi pada tutupan hutan adalah World Bank (1988;xxxi) dan McClellan (1992).

'® Secara spesifik, hasil estimasi itu didapat dengan perhitungan demikian: Dick lebih mempercayai data TAG daripada data
DepTrans mengenai jumlah transmigran, di mana dia memperkirakan ada 261.565 kk transmigran umum pada periode 1979-1989
(REPELITA III dan IV). Dikalikannya angka ini dengan 3,0 ha setiap kk, jadi perkiraan jumlah keseluruhan areal yang punah
hutannya selama periode tersebut adalah 784.695 ha. Kemudian hasil perhitungan ini dibaginya dengan 10 untuk mendapatkan laju

deforestasi rata-rata per tahun 78.500 ha.
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karena mereka harus bekerja di luar lokasi (RePPProT
1990:41). Sedikit sekali informasi mengenai proporsi
transmigran umum yang beralih ke sistem perladangan
berpindah atau menjadi perambah hutan.'” Telah ditun-
jukkan bahwa banyak transmigran menjalankan bentuk
perladangan berpindah yang tidak lestari berkelanjutan
karena mereka tidak mempunyai pengetahuan menge-
nai bentuk tradisional sistem perladangan berpindah
dan karena mereka tidak mempunyai jaminan hak atas
tanah (tenure security).

Sejak awal 1980-an, program transmigrasi telah
semakin banyak berpaling dari tanaman pangan ke
tanaman perkebunan (karet, kelapa, kelapa sawit, dll.),
dengan asumsi bahwa bentuk tataguna lahan ini lebih
sesuai dan lebih menguntungkan di pulau-pulau di luar
Jawa. Perubahan kearah tanaman perkebunan juga
penting karena merupakan sumbangan bagi usaha
negara untuk diversifikasi ke arah ekspor non-migas
(RePPProT 1990:41). Proyeksi sementara menunjuk-
kan bahwa apabila sudah berkembang sepenuhnya,
tanaman perkebunan akan meningkatkan penghasilan
petani kecil dua kali lipat dibandingkan tanaman pangan
(World Bank 1988:xxxix). Data nasional mengenai
seberapa jauh perubahan ke arah tanaman perkebunan
telah meningkatkan kecenderungan mencari pengha-
silan di luar lokasi transmigrasi tidak tersedia. Namun
studi kasus di Propinsi Riau, Sumatra, memberikan
gambaran yang mengecewakan (lihat Holden dan
Hvoslef 1995; Holden et al. 1995).

3. Tekanan atas tanah yang diakibatkan oleh transmi-
grasi. Pemukiman transmigrasi seringkali dibangun ber-
sebelahan dengan atau kadang-kadang di tengah-tengah
masyarakat peladang berpindah. Jadi pemukiman-
pemukiman transmigrasi dapat mengurangi jumlah
lahan yang tersedia untuk penggiliran pada sistem
perladangan berpindah tradisional. Ditambah dengan
meningkatnya tekanan penduduk asli, hal ini dapat
memperpendek masa bera, menyebabkan eksploitasi
berlebihan pada tanah yang tidak subur, mendorong
perubahan kearah sistem pertanian menetap dan me-
macu spekulasi tanah. Angelsen (1995) melihat kecen-
derungan ini di propinsi Riau, Sumatra.

Dampak transmigrasi spontan

Sejak pertengahan 1980-an, telah terjadi pertumbuhan
besar dalam jumlah transmigran spontan dibandingkan
dengan transmigran umum (Dick 1991:27-28).
Nampaknya ada dua alasan yang mengakibatkan ter-
jadinya hal ini. Pertama, perkembangan infrastruktur

untuk program transmigrasi umum pada awal tahun
1980-an telah menarik transmigran spontan. Kedua,
pada tahun 1986 besarnya skala program transmigrasi
umum dikurangi karena penurunan devisa dari minyak
dan karena diputuskan untuk memusatkan dana yang
terbatas pada peningkatan infrastruktur dan sistem
produksi pada lokasi-lokasi transmigrasi yang telah
ada (World Bank 1988:xxii-xxiii; Thiele 1994:191).
Tomich dan van Noordwijk (1995:3-4) mengemukakan
bahwa para transmigran spontan dengan cepat meniru
sistem produksi karet penduduk asli di Sumatra.

Menurut Dick (1991:29) para transmigran spontan
membuka lahan seluas kira-kira 4,25 ha per keluarga.
Berdasarkan angka ini ia memperhitungkan bahwa
sekarang transmigran spontan merupakan satu penye-
bab terpenting deforestasi, dan bertanggung jawab atas
hilangnya tutupan hutan seluas 178.500 ha per tahun.
Angka ini mungkin agak berlebihan mengingat — sama
seperti halnya dengan transmigran umum — Dick
meng-asumsikan bahwa semua lahan yang dibuka
merupakan hutan, sedangkan mungkin kenyataannya
tidaklah demikian.

Diantara pertanyaan-pertanyaan utama yang
muncul dari informasi tersebut adalah: (1) Bagaimana-
kah pengalihan dari tanaman pangan ke tanaman
perkebunan telah mengubah dampak transmigrasi
pada tutupan hutan? (2) Apakah perubahan ini telah
meningkatkan stabilitas dan matapencaharian pen-
duduk? (3) Apabila demikian halnya, apakah ini
kemudian menarik arus transmigran spontan yang
lebih besar? (4) Apakah peningkatan jumlah transmi-
gran merongrong budidaya perladangan berpindah
tradisional, dan bagaimanakah hubungannya dengan
masalah jual-beli lahan, hak atas tanah yang diakui
secara formal dan hak milik secara adat?

Kepadatan penduduk

Fraser (1996) mengemukakan bahwa pertumbuhan
kepadatan penduduk merupakan penjelasan funda-
mental akan masalah deforestasi di Indonesia. Data
kepadatan penduduk tiap propinsi di Indonesia menun-
jukkan hubungan terbalik dengan data tutupan hutan
(Tabel 3). Beberapa penulis telah melihat hubungan ini
(FAO 1990:10; Barbier et al. 1993:7; Fraser 1996)."
Fraser (1996:6, 15) menyatakan bahwa pada tiap 1%
kenaikan penduduk (kenaikan penduduk di pulau-
pulau di luar pulau Jawa adalah 3%) terjadi penurunan
kira-kira 0,3% tutupan hutan. Sebab itu keseluruhan
penurunan luas tutupan hutan setiap tahun adalah 1%,
sesuai dengan pengamatan FAO yang memperlihatkan

'7 Sebuah Penelitian pada tahun 1989 mengenai lima daerah pemukiman di Kalimantan Timur mendapatkan bahwa 23,6% keluarga
transmigran menjalankan sistem perladangan berpindah (Fasbender dan Erbe 1990:242-243).

" Jepma dan Blom (1992:209) melaksanakan model yang menunjukkan pengaruh positif terhadap tutupan hutan akibat dari pengu-

rangan laju pertumbuhan penduduk dari 1,6% menjadi 1,0%.
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Tabel 3: Kepadatan penduduk dan tutupan hutan pada tingkat propinsi di Indonesia (1982)

(dari kurang padat ke yang lebih padat)

Propinsi Kepadatan Penduduk Total Tutupan Hutan
(orang/km? ) (%)
Irian Jaya 4 84
Kalimantan Timur 6 85
Kalimantan Tengah 7 73
Kalimantan Barat 18 59
Sulawesi Tengah 20 64
Maluku 22 81
Riau 25 62
Sulawesi Tenggara 27 65
Jambi 29 52
Bengkulu 42 57
Sumatra Selatan 45 33
DI Aceh 50 79
Kalimantan Selatan 58 49
Sumatra Barat 84 61
Sulawesi Utara 85 60
Sulawesi Selatan 101 46
Sumatra Utara 123 39
Lampung 145 18
Jawa Timur 632 23
Jawa Barat 680 17
Jawa Tengah 760 15

Sumber: Fraser (1996:8)

bahwa besarnya tutupan hutan yang hilang setiap tahun
mencapai 900.000 sampai 1 juta ha.

Tidak ada keraguan bahwa pertambahan penduduk
di pedesaan Indonesia ikut memegang peranan dalam
deforestasi. Namun masih harus dibuktikan bahwa
kepadatan penduduk merupakan penyebab utama
hilangnya tutupan hutan, seperti yang dinyatakan oleh
Fraser (1966) dan penulis-penulis lain. Belum jelas
seberapa jauh korelasi terbalik antara kepadatan pen-
duduk dan tutupan hutan merupakan sebab akibat, dan
seberapa jauh merupakan suatu kebetulan. Mungkin
ada variabel-variabel selain yang digunakan oleh
Fraser, yang menyebabkan korelasi yang tinggi ini.
Beberapa orang penulis mencatat bahwa di Asia
Tenggara — dan di daerah tropis lembab pada umumnya
— ada urutan kegiatan yang khas dimana hutan mula-
mula dibuka oleh industri penebangan kayu (perusa-
haan HPH), dan selanjutnya diusahakan untuk pertanian
(Grainger 1993:70; Kummer dan Turner 1994).

Apabila demikian, maka mungkin dapat diargumenta-
sikan bahwa di daerah-daerah dimana urutan kegiatan
ini terjadi, kegiatan pembalakan oleh HPH merupakan
“penyebab” deforestasi dan para peladang berpindah
hanya mengisi “kekosongan” yang diciptakan oleh
perusahaan-perusahaan HPH. Jalan pikiran ini memba-
likkan arah sebab akibat: pembukaan hutan menyebab-
kan peningkatan kepadatan penduduk di suatu daerah,
bukan sebaliknya."

Ada kelemahan lain dalam argumen Fraser yang
bersifat neo-Malthus. Ada berbagai variabel independen
(misalnya perubahan teknologi, distribusi kekayaan
dan penghasilan, permintaan akan produk-produk per-
tanian, pertumbuhan infrastruktur, tingkat pendidikan
wanita dan partisipasinya dalam pasar tenaga kerja,
dll.), yang mengubah pengaruh variabel kependudukan
pada tutupan hutan. Apabila variabel-variabel ini
diperhitungkan, pengaruh pertumbuhan penduduk
pada hilangnya tutupan hutan yang nampaknya men-

' Ada beberapa faktor lain yang terlihat membalikkan siklus sebab akibat, termasuk hubungan yang erat antara industri penebangan
(HPH) dan perladangan berpindah, akses yang disebabkan oleh jalan-jalan yang lebih baik, dan perpindahan penduduk ke garis

batas hutan (forest frontier).
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dasar, menjadi tidak begitu jelas. Ada kemungkinan,
misalnya, jumlah penduduk desa tetap atau berkurang
(karena urbanisasi), sedangkan besarnya tutupan hutan
yang hilang meningkat karena meningkatnya per-
mintaan per kapita penduduk kota atau meningkatnya
permintaan internasional akan produksi pertanian.

Tetapi keterangan non-Malthus juga ada kele-
mahannya. Angelsen (1995) memakai studi kasus dari
Sumatra untuk mengemukakan pendapat yang berla-
wanan dengan pendapat Fraser (1996) — yakni bahwa
bertambahnya jumlah penduduk belum tentu meru-
pakan penyebab utama deforestasi. la membandingkan
besarnya pengaruh faktor-faktor yang menyebabkan
pembabatan hutan setiap tahun yakni: (1) perubahan
proporsi rumahtangga yang membuka ladang bertang-
gung jawab atas 70% dari keseluruhan; (2) jumlah
tfotal rumahtangga bertanggung jawab atas 23% dari
keseluruhan; dan ukuran rata-rata /ladang bertanggung
jawab atas 7% dari keseluruhan (Angelsen 1995:1724).
Analisa semacam ini memperlihatkan bahwa per-
tumbuhan jumlah penduduk menjelaskan kira-kira
seperempat dari hilangnya tutupan hutan. Namun
demikian, apakah mungkin, seperti dalam kasus ana-
lisa Fraser (1996), pandangan lain mengenai hubungan
antar variabel-variabel yang relevan dapat meng-
hasilkan kesimpulan yang berbeda? Mungkinkah,
misalnya, kenaikan proporsi rumah tangga yang
membuka ladang (dikatakan menjelaskan 70% feno-
mena hilangnya tutupan hutan) merupakan reaksi atas
pertumbuhan dan kepadatan penduduk setempat?
Menarik untuk dicatat bahwa dalam survai Angelsen
(1995) tiga perempat dari responden petani percaya
bahwa pertumbuhan penduduk mengakibatkan keku-
rangan lahan.

Penelitian lebih lanjut mengenai hubungan antara
jumlah penduduk dan deforestasi tentunya akan
bermanfaat, tetapi harus dilakukan dengan cara
sedemikian rupa sehingga jelas dapat membedakan
hubungan sebab akibat dan hubungan yang terjadi
secara kebetulan, dengan jelas menerangkan semua
arah sebab akibat yang penting, dan secara memadai
menjelaskan bentuk-bentuk pelakunya. Mungkin lang-
kah paling penting ke arah peningkatan kecanggihan
analisa-analisa tersebut adalah dengan menanyakan
apa saja yang menyebabkan pertumbuhan penduduk,
kepadatan penduduk dan perpindahan penduduk
(migrasi) — dengan kata lain, memperlakukan faktor
kependudukan sebagai salah sebuah variabel antara
(intervening variable), bukan sebagai variable bebas.

KEGIATAN PEMBALAKAN DAN
INDUSTRI PERKAYUAN

Laju penebangan hutan di Indonesia rata-rata 40 juta
kubik meter setahun, sedangkan laju penebangan yang
“lestari berkelanjutan” (sustainable) yang direkomen-
dasikan oleh Departemen Kehutanan adalah 22 juta
kubik meter setahun (World Bank 1995:1). Menurut
laporan hanya sebagian kecil pemegang konsesi yang
melaksanakan penanaman pemerkayaan. Sebagian
orang percaya bahwa perkembangan industri perka-
yuan dicapai dengan kerugian ekonomi dan lingkungan
yang terlalu besar bagi Indonesia (Gillis 1988:181-2;
Ahmad 1995) dan bahwa sumbangannya pada pem-
bangunan ekonomi secara keseluruhan rendah (Hariadi
1993; Ahmad 1995).

Estimasi deforestasi yang disebabkan langsung
oleh kegiatan pembalakan berkisar antara 77.000 ha
sampai 120.000 ha setiap tahun (Tabel 2), yakni kira-
kira 10-20% dari keseluruhan kawasan yang telah hilang
hutannya, dan 10-15% dari 800.000 ha yang ditebang
setiap tahun.” Dalam penelitian-penelitian tersebut
diatas tidak diterangkan dalam pengertian bagaimana
kegiatan pembalakan dianggap menyebabkan defores-
tasi. Tidak diketahui apakah penelitian-penelitian
tersebut mengukur fenomena ini berdasarkan: (1)
penebangan habis pada lahan-lahan yang dimaksudkan
untuk tataguna non-hutan;*' (2) kawasan-kawasan
yang pengelolaan silvikulturnya buruk, sehingga
ditumbuhi alang-alang atau terkena kebakaran hutan;
(3) kawasan-kawasan dimana konversi ke usaha
pertanian tanpa sengaja dimudahkan dengan adanya
kegiatan pembalakan dan dengan tidak diterapkannya
perbatasan-perbatasan areal konsesi; atau gabungan
dari hal-hal diatas. Meskipun penelitian-penelitian
tersebut tidak menyebutkan informasi yang penting
ini, tetapi menyiratkan bahwa pengelolaan konsesi
yang tidak memadai dan cakrawala investasi jangka
pendek di pihak pemegang konsesi memegang peranan
penting dalam deforestasi bentuk ini.

Mengapa beberapa pemegang konsesi meng-
eskploitasi hutan dengan laju yang tidak mendukung
kelestariannya, gagal mengelola konsesinya dengan
baik, dan tidak memiliki pandangan ke arah investasi
jangka panjang? Sebagian besar penjelasan para pene-
liti mengarah pada berbagai kebijakan pemerintah serta
pelaksanaannya yang mereka pandang tidak memadai
dan harus diperbaiki. Kekurangan-kekurangan ini
dapat diklasifikasikan ke dalam tiga fenomena berikut.

2 Flint (1994:1044) melihat bahwa untuk Asia Tenggara sebagai keseluruhan, pada periode 1880-1980 penebangan bertanggung

jawab atas kira-kira 22% dari deforestasi.

2l Pemegang konsesi diizinkan menebang habis, dan dibebaskan dari peraturan tebang pilih, pada lahan-lahan hutan yang dimak-

sudkan untuk konversi.
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(1) Metode pembagian konsesi memberi pemegang
konsesi lahan yang terlalu besar. Akibatnya pemegang
konsesi tertentu kurang mempunyai insentif untuk
mencegah perambahan oleh petani kecil, atau tidak
mampu menghentikan perambahan yang demikian.
Thiele (1994:187) mengatakan bahwa biaya konsesi
(concession fees) yang rendah mendorong pemegang
konsesi untuk menguasai areal yang luas sekali, “lebih
untuk tujuan asuransi atau spekulasi daripada untuk
memanen kayu”. Ia menambahkan “ini bukan hanya
menyiratkan bahwa sumberdaya milik rakyat dibiarkan
menganggur, tetapi juga mendorong para peladang
berpindah untuk melakukan deforestasi, karena para
pemegang konsesi kurang mempunyai insentif untuk
mengawasi perambahan apabila mereka memiliki
kelebihan lahan”. Sebagai informasi tambahan, royalti
konsesi hutan di Indonesia didasarkan pada volume
kayu yang dihasilkan, bukan pada luasnya areal HPH,
sehingga mendorong penguasaan areal konsesi yang
kelewat luas.

(2) Kebijakan-kebijakan tertentu mendorong perilaku
mencari rente ekonomi (rent-seeking behavior) dan
akibatnya mengurangi insentif untuk pengelolaan
jangka panjang. Besarnya pembayaran royalti kepada
pemerintah rendah, yang berarti para pemegang kons-
esi dapat menikmati bagian yang besar dari potensi
keuntungan areal konsesinya. Menurut Thiele
(1994:190) “potensi tinggi untuk mendapatkan keun-
tungan yang lebih, mendorong kegiatan ‘mencari rente
ekonomi’ (rent-seeking activities) dalam perolehan
areal konsesi dan membuka jalan untuk korupsi,
sehingga pelaksanaan persetujuan konsesi terancam
untuk dilanggar. Gabungan antara royalti yang rendah
dan batas masa konsesi 20 tahun mendorong “pemba-
lakan kembali sebelum waktunya”, dimana pemegang
konsesi masuk kembali kedalam lokasi mereka setelah
penebangan pertama (untuk melakukan penebangan
yang kedua atau selanjutnya), sebelum HPH nya jatuh
tempo, sehingga merusak tegakan-tegakan yang belum
siap panen.”> Ascher (1993:2) mengatakan bahwa ren-
dahnya rente yang ditarik oleh pemerintah ini (rent
capture) mendorong pengelolaan yang buruk, bukan
hanya karena sumberdaya hutan dinilai lebih rendah
dari yang semestinya, tetapi juga karena para
pemegang konsesi tergesa-gesa memanen kayunya
karena takut royalti yang rendah saat ini akan
dinaikkan. Pada tahun 1990 survai-survai menemukan
bahwa di areal konsesi di mana telah dilakukan pem-
balakan, tegakan tinggal yang rusak mencapai 40%,
sehingga sangat menurunkan nilainya dan mengurangi

insentif untuk melindunginya dari perambahan dan
kebakaran hutan (World Bank 1990:xxi). Royalti yang
rendah dan pajak ekspor yang tinggi yang dikenakan
pada kayu gelondongan dan produk-produk kayu dari
Indonesia menekan harga domestik, sehingga mem-
batasi minat peremajaan/penanaman kembali (World
Bank 1995:ii, 8).” Ascher (1993:4) mengatakan bahwa
ada pertimbangan-pertimbangan lain selain pertim-
bangan yang menyangkut kualitas pengelolaan konsesi,
yang masuk dalam proses perpanjangan ijin HPH,
sehingga tidak mendorong kinerja yang baik.

(3) Kurangnya dukungan untuk perlindungan hutan di
tingkat propinsi. Pemerintah daerah tingkat propinsi
menerima sebagian kecil dari royalti pengusahaan
hutan yang dikutip oleh pemerintah, yang seperti telah
dikemukakan diatas, sudah cukup rendah. World Bank
(1995:19) menerangkan bahwa “pemerintah daerah
tingkat propinsi dengan tutupan hutan yang luas
mungkin terdorong untuk mengubah hutannya menjadi
bentuk tataguna lahan lain, yang menghasilkan pema-
sukan daerah yang lebih besar, atau yang paling sedikit
dapat merupakan sumber penghasilan bagi masyarakat
yang tinggal di sekitar hutan, supaya mereka tidak
menjadi beban bagi sumberdaya propinsi tersebut”.
Masalah yang lain lagi adalah tertumpuknya pegawai
kehutanan di Pulau Jawa, padahal sumberdaya hutan
jauh lebih banyak terdapat di luar Jawa.”

Para komentator mengenai situasi hutan di
Indonesia mengatakan bahwa pengelolaan konsesi/HPH
dapat ditingkatkan dengan pembaharuan kebijakan
sebagai berikut:

* menaikkan royalti dan penerimaan pemerintah
(rent capture) secara menyolok (Gray dan Hadi
1990; World Bank 1990:xx; Ascher 1993; D’Silva
dan Appanah 1993; Ramli dan Ahmad 1993;
Thiele 1994; Ahmad 1995; World Bank 1995);

*  memperpanjang siklus HPH dan meningkatkan
jaminan hak pengelolaan hutan bagi para
pemegang HPH (World Bank 1990:xx; D’Silva
dan Appanah 1993; Thiele 1994, 1995; World
Bank 1994, 1995; Kartodihardjo 1995);

* memperbesar persaingan dalam perolehan HPH
(Gray dan Hadi 1990; Thiele 1994);

*  memperbesar perhitungan biaya HPH (concession
fees) yang dikenakan berdasarkan luas areal, dan
bukan berdasarkan volume hasil (Gray dan Hadi
1990; Thiele 1994), serta tindakan-tindakan lain.

2 Perlu dicatat bahwa pemerintah Indonesia sedang mempertimbangkan perpanjangan masa konsesi menjadi 70 tahun.

» Harga kayu gelondong pada tahun 1995 hanyalah 25-30% harga internasional (World Bank 1995:ii).

#* Pada tahun 1990 limapuluh persen dari staf Departemen Kehutanan berada di Jawa, meskipun pulau Jawa hanya memiliki 2% dari

seluruh lahan hutan di negeri ini (World Bank 1990:xxi).
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Dikatakan bahwa perubahan-perubahan kebijakan
di atas dapat mendorong perbaikan pengelolaan hutan
produksi, serta menghasilkan pemasukan yang besar
bagi pemerintah, yang sebagian dapat dipakai untuk
meningkatkan pelaksanaan undang-undang kehutanan.

Kalau ini masalahnya, mengapa tidak ada keinginan
yang lebih kuat pada pemerintah untuk melaksanakan
pembaharuan kebijakan-kebijakan tersebut? Ascher
(1993), Dauvergne (1994), King (1996) dan Ross (1996)
menyatakan bahwa jawaban pertanyaan tersebut
bersifat politis. Ascher (1993) berpendapat bahwa
Pemerintah dan Departemen Kehutanan memandang
hutan sebagai aset untuk dilikuidasi dalam rangka
diversifikasi ekonomi; penerimaan pemerintah (rent
capture) dijaga tetap rendah untuk memudahkan
proses ini. Dauvergne juga berpendapat serupa (1995:
503-507) yakni bahwa deforestasi secara fundamental
berakar pada struktur dan proses politik Indonesia, dan
pembuat-pembuat kebijakan “memandang hutan seba-
gai sumberdaya yang berharga, tetapi dapat dikorban-
kan, dan berguna untuk mendapatkan devisa guna
membiayai industrialisasi”. Ross (1996) mengatakan
bahwa pada banyak negara berkembang, termasuk
Indonesia, konsesi hutan diberikan kepada orang-orang
berpengaruh di dalam “koalisi penguasa” sebagai suatu
bentuk dukungan politis. Ditambahkannya bahwa
“industri-industri perkayuan di negara-negara berkem-
bang hampir selalu berada di tangan sekutu koalisi
yang berkuasa; sehingga pemerintah segan bertindak
melawan kepentingan industri-industri tersebut” (Ross
1996:170). King (1996:216) melihat perbaikan pe-
ngelolaan sektor kehutanan dihalangi oleh sifat-sifat
pemerintahan yang patrimonial, dan bahwa pemba-
haruan yang berarti baru akan terlaksana apabila terja-
di “penggantian rejim, suplai kayu yang kritis, atau
ancaman dari luar terhadap ekspor produk hutan
Indonesia”.

Meskipun mungkin ada secercah kebenaran dalam
penjelasan-penjelasan di atas, uraian tersebut tidak
menjawab secara memuaskan mengapa ada peme-
gang konsesi’HPH yang mematuhi undang-undang/
peraturan-peraturan kehutanan, mengelola konsesinya
dengan baik dan melaksanakan peremajaan/penanaman
kembali. Studi perbandingan mengenai para pemegang
konsesi akan sangat bermanfaat dalam upaya lebih
memahami peranan kegiatan pembalakan dan industri
perkayuan dalam perubahan tutupan hutan di Indonesia.

Hal lain yang perlu diteliti adalah implikasi penge-
lolaan hutan pada investasi multi-sektor. Apakah
konsekuensi praktis dari kenyataan bahwa beberapa
pemegang HPH yang besar mempunyai investasi

bukan hanya di bidang kehutanan, tetapi juga di sektor
ekonomi yang lain? Apakah mungkin eksploitasi kayu
merupakan “modal awal ”(“seed capital ’) bagi industri-
industri lain, sehingga mengurangi insentif untuk kon-
servasi jangka panjang? Sebaliknya, apakah mungkin
investasi dalam bidang kehutanan merupakan suplemen
penting bagi investasi-investasi lain di luar sektor ini,
sehingga mengharuskan beberapa pemegang HPH
tertentu untuk mempertahankan kelestarian hutan?

PERKEBUNAN BESAR DAN HUTAN
TANAMAN INDUSTRI

Ada ketidakcocokan yang cukup besar dalam estimasi-
estimasi deforestasi yang diakibatkan oleh pertumbuhan
perkebunan-perkebunan besar dan hutan tanaman
industri (lihat Tabel 2). Estimasi-estimasi tersebut
berkisar dari angka yang rendah, yaitu 11.400 ha/tahun
sampai 274.000 ha/tahun.® Tidak jelas apakah istilah
“perkebunan besar” terbatas pada tanaman komersial
di perkebunan besar, atau apakah itu juga menyangkut
hutan tanaman industri.

Tanaman komersial di perkebunan besar

Dalam sepuluh tahun terakhir ini telah terjadi pertum-
buhan yang besar dalam luas lahan yang dimanfaatkan
untuk produksi tanaman komersial di Indonesia. Sub-
sektor tanaman komersial secara relatif belum berkem-
bang pada awal pemerintahan Suharto, tetapi telah
dipromosikan secara aktif sejak awal tahun 1980-an
dalam hubungannya dengan mandat untuk mengem-
bangkan pemasukan devisa non-minyak (Economist
Intelligence Unit 1995a:27). Kalau sub-sektor tanaman
pangan hampir seluruhnya terdiri atas petani
kecil/rakyat, sub-sektor tanaman komersial terdiri atas
petani rakyat, perkebunan besar komersial milik
swasta dan perkebunan-perkebunan negara (Economist
Intelligence Unit 1995a:27).

Kelapa sawit Afrika patut mendapatkan perhatian
khusus dalam konteks perubahan tataguna lahan, kare-
na laju pertumbuhannya yang mencolok. Pada tahun
1994 terdapat 1,2 juta ha; tanaman kelapa sawit yang
diusahakan oleh perkebunan besar swasta dan perke-
bunan negara — ini merupakan jenis tanaman perke-
bunan besar terluas di Indonesia (PDP 1996:55-56).
Areal kelapa sawit di perkebunan-perkebunan besar
telah tumbuh duabelas kali lipat, dari 106.000 ha pada
tahun 1967 menjadi kira-kira 1,3 juta ha pada tahun
1995 (DJP 1995:4).° Produksi kelapa sawit meningkat

» Estimasi rendah berasal dari TAG (1991) dan Dick (1991), dan estimasi tinggi berasal dari FAO (1991) sebagaimana disitir oleh

World Bank (1994:52).

* Kalau petani rakyat ikut dihitung, total areal kelapa sawit menjadi kira-kira 2 juta ha pada tahun 1996 (DJP 1995:4). Proyeksi
pembagiannya untuk tahun 1995 adalah: petani rakyat (656.099 ha atau 33,6%); perkebunan negara (390.355 ha atau 20,0%); dan

perkebunan besar swasta (905.166 ha atau 46,38%) (DJP 1995).
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lebih dari sepuluh kali lipat dari 397.000 ton pada
tahun 1975 menjadi lebih dari 4 juta ton pada tahun
1994 (Larson 1996:32). Indonesia merupakan salah
satu produsen minyak goreng dengan biaya produksi
terendah di dunia, sehingga memotivasi investasi baru
dalam usaha kelapa sawit (Larson 1996:1).

Sedikit sekali informasi yang tersedia mengenai
berapa banyak perluasan areal perkebunan besar
dilakukan dengan mengorbankan tutupan hutan. Studi
oleh Osgood (1994) menyatakan bahwa ada hubungan
statistik antara pertumbuhan perkebunan besar dan
deforestasi di Indonesia, tetapi informasi yang lebih
spesifik hampir tidak ada. Pada tahun 1990 World
Bank (1990:34) mengatakan perkembangan tanaman
perkebunan besar mengkonsumsi areal hutan primer
yang relatif sedikit dibandingkan dengan transmi-
grasi,”’ tetapi mencatat sulitnya mencari lahan yang
tidak berhutan untuk mendirikan perkebunan besar
yang baru, serta mencatat cepatnya peningkatan per-
mintaan untuk mengkonversi lahan menjadi perke-
bunan besar. Pada saat itu pemerintah meluncurkan
program PIR, pemberian kredit untuk pembangunan
perkebunan-perkebunan swasta dimana 40% dari lahan
yang ditanami menjadi milik perkebunan besar dan
60% untuk petani rakyat. Sepanjang REPELITA III
dan separuh dari REPELITA 1V (kira-kira 1979-1987),
pada lahan yang dimaksudkan untuk konversi telah
dialokasikan lahan seluas 864.000 ha untuk tujuan
tersebut, yang tidak semuanya berhutan (World Bank
1995:35). Data-data ini sulit dihubungkan dengan
pernyataan Hill (1994:204) bahwa kebanyakan pening-
katan produksi dari perkebunan besar swasta sejak
awal 1980-an terjadi berkat pemakaian teknologi baru,
dan bukannya akibat perluasan areal yang dipakai;
ditambahkannya bahwa hanya dalam kasus kelapa
sawit terjadi perkembangan besar dalam luas areal
yang ditanami.

Pemerintah memperkirakan di luar Jawa tersedia
40 juta ha lahan untuk dikonversikan menjadi budi-
daya tanaman komersial (Economist Intelligence Unit
1995a:27). Ini merupakan pertanda yang kuat bahwa
akan ada tekanan tambahan untuk mengkonversi
hutan menjadi tataguna lahan dalam bentuk ini.
Pemerintah sedang membuka kawasan seluas 1,2 juta
ha di Kalimantan Tengah untuk produksi padi dan
tanaman lain dalam skala besar (McBeth 1995), dan
sudah ada rencana perluasan perkebunan besar,
terutama perkebunan kelapa sawit, dalam jumlah
besar.

Hutan tanaman industri

Berawal dari akhir tahun 1980-an telah ada rencana-
rencana besar untuk memperluas areal hutan tanaman
industri. Sampai dengan Desember 1995 luas hutan
tanaman industri yang telah dibangun hanya 520.000
ha.”® Pemerintah mencanangkan target agar sampai
tahun 1990 telah dibangun hutan tanaman industri
seluas 1,4 juta ha, sampai tahun 1995 1,8 juta ha,
sampai tahun 2000 2,3 juta ha dan sampai tahun 2030
10,5 juta ha (World Bank 1995:8). Sasaran jangka
pendek adalah untuk mensuplai industri pulp (bubur
kertas) dan kertas yang mulai berkembang dan
akhirnya untuk memenubhi sebagian kebutuhan industri
produk perkayuan (hal. 8). Pabrik-pabrik pulp dan
kertas saat ini mengandalkan hutan alam, tetapi letak
hutan alam makin lama semakin jauh dari jangkauan
pabrik (hal. 8). Kemajuan ke arah pengembangan
hutan tanaman industri (HTI) untuk pulp dan kertas
akan dipengaruhi oleh kinerja industri ini dan oleh
harga produk-produknya yang terkenal sangat berfluk-
tuasi. Diperkirakan bahwa areal HTI seluas 2 juta ha
dapat mensuplai seluruh kebutuhan kayu untuk pem-
buatan pulp (bubur kertas) sampai dengan tahun 2020.
Pengembangan HTI untuk suplai kayu bulat tertahan
karena harga kayu gelondongan yang rendah; hanya
HTI pada lokasi-lokasi yang paling produktif yang
akan menguntungkan (hal. 8). Hutan tanaman industri
telah menjadi tonggak baru bagi pembangunan trans-
migrasi. Para transmigran akan dimukimkan kembali
untuk bekerja di HTI atau di pabrik-pabrik pulp dan
kertas.

WALHI (1992:2-3) serta Belcher dan Gennino
(1993:15) menunjukkan bahwa pembangunan HTI,
meskipun dilaporkan dimaksudkan untuk melindungi
hutan alam, mungkin sebenarnya malahan ikut ber-
peran dalam perusakan hutan alam. Mereka telah
mengangkat hal yang penting. Pabrik-pabrik pulp dan
kertas (serta industri produk kayu yang lain) dibangun
dengan harapan bahwa bahan mentahnya akan disuplai
oleh HTL.” Tetapi, apabila suplai dari HTI ini tidak
tersedia segera, tekanan pada hutan alam mungkin
akan meningkat. Akan cukup bermanfaat untuk
meneliti apakah pertumbuhan industri pulp dan kertas,
serta industri-industri pengolahan kayu lain, dalam
kenyataannya meningkatkan eksploitasi hutan alam,
atau apakah mereka justru meletakkan dasar ke arah
produksi yang lestari berbasiskan hutan tanaman
industri.

" Dilaporkan bahwa 46.000 ha lahan hutan dibuka untuk sektor perkebunan besar selama REPELITA III (1979-1984) (World Bank

1990:34).

# Laporan dari Direktorat Pengawasan Pengelolaan Hutan, DepHut, sebagaimana dilaporkan di Jakarta Post, 9 April 1996.

¥ Porter (1994:434) menyebutkan adanya bahaya bahwa pabrik pulp dan kertas di Indonesia akan mengkonsumsi areal hutan yang

luas.
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PEDOMAN UNTUK MENENTUKAN
LAJU DAN PENYEBAB DEFORESTASI

Pada bagian sebelumnya kita telah melihat bahwa
usaha-usaha untuk mendapatkan laju perubahan dan
penyebab deforestasi telah terhalang oleh:

* Definisi yang tidak dinyatakan, tidak jelas atau
tidak konsisten dalam hal istilah-istilah dan konsep-
konsep kunci seperti “hutan”, “deforestasi” dan
pelaku perubahan tutupan hutan.

» Tidak adanya atau kurangnya data dasar dan data
rentang waktu (time series) perubahan tutupan
hutan.

»  Kurangnya pengetahuan dasar mengenai ciri-ciri
sosial para pelaku perubahan tutupan hutan.

*  Pemikiran yang salah dan tendensius serta inter-
pretasi informasi secara selektif, yang diakibatkan
oleh kurang jelasnya pemakaian istilah-istilah dan
konsep-konsep kunci dan tidak adanya atau
kurangnya data.

Kami menyarankan agar usaha-usaha untuk
menentukan laju dan penyebab perubahan tutupan
hutan di masa mendatang didasarkan pada pedoman
berikut:

Laju perubahan tutupan hutan

Laju perubahan tutupan hutan seharusnya didasarkan
pada perbandingan gambar-gambar satelit atas liputan
lahan (land cover) pada dua (atau lebih) waktu yang
berbeda.”” Metode penciptaan gambar harus sama,
untuk menghindari interpretasi yang salah dari perbe-
daan ketajaman, tekstur atau warna sebagai perubahan
tutupan hutan. Idealnya, gambar-gambar yang diambil
pada waktu yang lalu cukup tua agar perbedaan tutupan
hutannya dapat dilihat dengan jelas, dan gambar-gambar
yang baru cukup mutakhir sehingga pengukuran peru-
bahannya menangkap fenomena baru yang relevan.
Definisi-definisi istilah-istilah kunci harus jelas
dan dipakai secara konsisten untuk segala aspek peng-
ukuran laju perubahan tutupan hutan. Kami rekomen-
dasikan pemakaian definisi “hutan” dan “deforestasi”
yang dipakai oleh FAO (1996) dalam publikasinya
Forest Resources Assessment 1990: Survey of Tropical

30

dan FAO (1996).

31

genai hal ini dalam UNESC 1996:6-7).

32

Forest Cover and Study of Change Processes.”
“Hutan” dijabarkan sebagai “hutan alam” (baik hutan
yang luas atau yang terfragmentasi/terpotong-potong);
“non-hutan” merujuk pada “lahan-lahan lain yang
berhutan (wooded lands)” (termasuk semak belukar
dan lahan dalam masa bera pendek); dan “vegetasi
berkayu buatan manusia” mencakup perkebunan (ter-
masuk hutan tananam industri maupun perkebunan
tanaman keras) (hal. 20).

Studi ini memakai tiga tingkatan definisi “hutan”
dan “perubahan tutupan hutan” sesuai dengan berbagai
tujuan para peneliti. “Hutan” dijabarkan sebagai:
“hutan tertutup”; “hutan tertutup + terbuka + 2/3 ter-
potong-potong/terfragmentasi”’; atau “hutan tertutup +
terbuka + terpotong-potong/terfragmentasi + lahan
dalam masa bera yang panjang” (hal. 20). “Perubahan
tutupan hutan” didefinisikan sebagai berikut (hal. 22):

*  Deforestasi kotor (gross deforestation) dihitung
sebagai “jumlah seluruh areal transisi dari kategori-
kategori hutan alam (utuh dan terpotong-potong)
ke semua kategori-kategori lain”.

*  Deforestasi neto dihitung sebagai “luas areal
deforestasi kotor dikurangi seluruh areal transisi
dari semua kategori-kategori lain ke kategori-
kategori hutan alam”.

*  Degradasi neto hutan alam dihitung dari areal
transisi dalam kategori-kategori hutan alam, den-
gan menjumlahkan semua perubahan yang
berhubungan dengan degradasi dikurangi semua
perubahan yang berhubungan dengan perbaikan
kondisi hutan (amelioration).’””

Kami sarankan konsultasi terus-menerus mengenai
metodologi dan spesifikasi teknis dalam studi FAO,
baik karena kedua hal tersebut merupakan perbaikan
yang berarti atas praktek-praktek masa lalu, maupun
karena metodologi yang seragam memungkinkan
dilakukannya perbandingan kecenderungan lintas
daerah dan lintas negara.

Akhirnya kami sarankan agar analisa tingkat dan
laju perubahan tutupan hutan memberikan perhatian
yang proporsional pada permasalahan degradasi.
Studi-studi terdahulu cenderung menekankan defores-
tasi dengan mengesampingkan degradasi. Kecende-
rungan ini mengabaikan kenyataan bahwa degradasi
(dimana industri perkayuan memegang peranan penting)

Untuk informasi mengenai perkembangan metodologi dalam penaksiran perubahan tutupan hutan, lihat terutama Downton (1995)

Ada berbagai definisi untuk “hutan” dan “deforestasi” yang muncul dalam publikasi-publikasi FAO selama ini (lihat diskusi men-

Degradasi didefinisikan sebagai “turunnya kelebatan atau meningkatnya gangguan dalam kelas-kelas hutan” dan perbaikan kon-

disi hutan (amelioration) didefinisikan sebagai “peningkatan kelebatan atau turunnya gangguan dalam kelas-kelas hutan” (FAO

1996:21).



CIFOR Occasional Paper No. 9: Laju dan Penyebab Deforestasi di Indonesia 17

sering merintis jalan ke arah deforestasi (didefinisikan
sebagai hilangnya tutupan hutan secara permanen)
oleh pelaku-pelaku lain.

Penyebab perubahan tutupan hutan

Penentuan penyebab perubahan tutupan hutan meng-
hadapi tantangan besar dalam konsep dan metodo-
loginya. Memastikan penyebab tidak mudah karena
menyangkut pembuktian pola-pola keterkaitan antara
sebab akibat sepanjang waktu, dan seringkali data-data
tidak mencukupi untuk membuktikan keterkaitannya.
Seperti telah kita lihat diatas, beberapa jenis pelaku
mungkin beroperasi di lokasi yang sama, sehingga sulit
memisahkan pengaruh pelaku yang satu dari yang lain.
Kami sarankan pedoman-pedoman berikut untuk per-
baikan penentuan penyebab perubahan tutupan hutan.

Tingkatan penyebab

Penyebab harus diklasifikasi dalam tiga tingkatan
penjelasan yakni: pelaku; penyebab langsung; dan
penyebab yang mendasari perubahan tutupan hutan
(underlying cause).”” Pelaku merujuk pada orang-
orang atau organisasi (misalnya petani rakyat,
perusahaan HPH, perkebunan atau HTI) yang mem-
punyai peranan fisik dan/atau peranan membuat
keputusan langsung dalam perubahan tutupan hutan.
Penyebab langsung perubahan tutupan hutan adalah
parameter-parameter keputusan yang mempunyai
pengaruh langsung pada perilaku para pelaku. Contoh-
contoh parameter-parameter yang dimaksud adalah:
harga-harga relatif; akses relatif ke sumberdaya dan
pasar; ketersediaan teknologi; peraturan-peraturan
mengenai penggunaan sumberdaya; dan tradisi
kebudayaan. Penyebab yang mendasari perubahan
tutupan hutan mencakup kekuatan-kekuatan nasional,
regional, atau internasional yang dapat mengatur
pengaruh parameter-parameter keputusan. Contoh-
contoh kekuatan-kekuatan demikian adalah struktur
sosial, hubungan kekuasaan, pola akumulasi modal,
ketentuan-ketentuan perdagangan, dan perubahan-
perubahan demografis dan teknologi. Perhatikan pada
Tabel 1 bahwa penilaian lama mengenai penyebab
perubahan tutupan hutan terfokus pada pelaku,
sedangkan formulasi baru memberikan perhatian pada
pelaku dan penyebab-penyebab yang mendasari
perubahan tersebut.

Interaksi antar pelaku atau kemandirian pelaku

Seperti telah disebutkan sebelumnya, ada kemung-
kinan berbagai jenis pelaku beroperasi pada lokasi yang

sama. Juga bisa terjadi para pelaku beroperasi pada
lokasi yang terpisah dan hampir tidak mempunyai
hubungan satu sama lain. Dalam mencari penyebab
perubahan tutupan hutan, menentukan bentuk-bentuk
interaksi atau kemandirian ini merupakan hal yang
penting.

Dalam kasus-kasus dimana beberapa pelaku yang
berbeda beroperasi pada lokasi yang sama, besar
kemungkinan interaksi antar pelaku menimbulkan
akibat-akibat penting yang bisa meningkatkan atau
menurunkan perubahan tutupan hutan. Perubahan yang
meningkat dapat terjadi dalam kasus dimana kompetisi
untuk memperoleh akses terhadap lahan menaikkan
nilai hasil lahan (land rent) dan melemahkan hak adat
atas tanah, seperti yang telah terjadi di propinsi Riau,
Sumatra (Angelsen 1995:1722-1724). Perubahan yang
menurun mungkin terjadi dalam kasus-kasus dimana
(misalnya) para peladang berpindah berhasil melin-
dungi hutan adat mereka dari perambahan oleh para
pemegang HPH.** Sebaliknya, dalam kasus-kasus
dimana para pelaku beroperasi sendiri-sendiri, terpisah
satu sama lain, mungkin ada faktor-faktor yang memu-
dahkan atau menghalangi terjadinya perubahan tutupan
hutan. Misalnya, mungkin ada penghuni hutan yang
lahannya terlindung dengan relatif baik dari kegiatan
perambahan, karena mereka tinggal di hutan primer
yang terpencil di daerah perbukitan yang relatif tidak
dapat dijangkau oleh perusahaan-perusahaan HPH.

Sedikit sekali yang diketahui mengenai penye-
baran para pelaku secara geografis dan akibat-akibat
interaktif (atau sinerjis) mereka pada perubahan tutupan
hutan. Informasi mengenai hal ini hanya samar-samar
dan mungkin sudah ketinggalan zaman. Weinstock dan
Sunito (1989:50) mengatakan bahwa 39,8% dari per-
ladangan berpindah terjadi “pada lahan-lahan yang
menjadi perhatian serius pengelola hutan produksi”.
Sutter (1989:13) memperkirakan 85% dari deforestasi
setiap tahun terjadi pada hutan-hutan konversi dan
produksi (tetapi pelakunya tidak disebutkan). Data
World Bank (1990:6) menunjukkan bahwa besarnya
kanopi hutan yang terbuka lebih luas di kawasan hutan
produksi (baik “hutan produksi terbatas” maupun
“hutan produksi biasa”) dibandingkan dengan luas
kanopi hutan yang terbuka di kawasan cagar alam dan
hutan lindung, tetapi lagi-lagi informasinya tidak
cukup untuk mengetahui penyebabnya. Pemahaman
yang lebih baik mengenai akibat-akibat dari hal-hal
tersebut diatas akan bermanfaat, khususnya dengan
adanya kompetisi yang meningkat untuk memperoleh
akses terhadap lahan di pulau-pulau di luar Jawa, dan
semakin besarnya peranan perkebunan besar dan HTI
dalam perubahan tutupan hutan.

3 Formulasi ini menggabungkan pikiran-pikiran yang disarankan oleh Arild Angelsen dan David Kaimowitz.

3 Komunikasi pribadi dengan Kevin Jeanes, Pimpinan Team, Proyek Konservasi Suaka Margasatwa Danau Sentarum, Kalimantan

Barat, Oktober 1996.
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Pemanfaatan gambar-gambar satelit/GILS (Sistem
Informasi Geografis)

Dalam hal-hal tertentu, gambar-gambar satelit dan
pemetaan dengan GIS dapat membantu menentukan
pola penyebab perubahan tutupan hutan. Misalnya,
gambar-gambar dengan ketajaman tinggi (disertai
pencocokan fakta di lokasi/ground truthing) dapat
merekam perubahan dari tutupan hutan alam menjadi
perkebunan monokultur kelapa sawit. Dalam hal ini
“penyebabnya” (didefinisikan disini sebagai bentuk
akhir tataguna lahan non-hutan) sudah jelas. Tetapi ada
banyak kasus dimana perubahan dari hutan alam ter-
tutup menjadi hutan yang terpotong-potong/terfrag-
mentasi memberikan hanya sedikit informasi visual
mengenai penyebabnya, meskipun gambar-gambarnya
memiliki ketajaman tinggi. Dalam hal ini, diperlukan
penelitian ilmu sosial untuk mencapai pemahaman
penuh atas penyebab perubahan tutupan hutan. Dalam
melaksanakan penelitian mengenai penyebabnya,
perlu diketahui kemampuan dan keterbatasan gambar-
gambar dan teknologi GIS.

Penyebab yang berhubungan dengan
ekonomi makro

Indonesia saat ini dikenal akan kestabilan dan
ketangguhan situasi ekonominya. Kebijakan-kebijakan
restrukturisasi ekonomi makro telah diterapkan sejak
tahun 1970-an sebagai tanggapan atas kejutan minyak
bumi di seluruh dunia yang mempengaruhi ekonomi-
nya secara dramatis, dan masih terasa akibatnya sampai
sekarang. Indonesia dipandang sebagai kasus keber-
hasilan penyesuaian ekonomi makro, karena dengan
kebijakan deregulasi menyeluruh, diversifikasi ekspor
serta devaluasi mata uang rupiah, dapat memperta-
hankan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Tidak
diketahui apakah pengaruh keseluruhan kebijakan di
atas — positif atau negatif — terhadap tutupan hutan di
negara ini. Kebijakan penyesuaian ekonomi makro
tersebut dan kondisi-kondisi ekonomi makro yang lain
(harga-harga komoditas pokok, besarnya hutang luar
negeri, ketentuan-ketentuan perdagangan dalam sektor
pertanian, dan sektor pedesaan) belum dipelajari secara
memadai dalam hubungannya dengan kehidupan
masyarakat di sekitar dan di dalam hutan dan dalam
hubungannya dengan keadaan hutan.*> Model-model
yang dibuat oleh Jepma dan Blom (1992) dan Thiele
(1995) merupakan terobosan yang menarik untuk topik
ini. Penelitian di masa mendatang harus mempelajari
akibat menyeluruh dari berbagai kondisi ekonomi makro
pada tutupan hutan, melalui dampaknya terhadap para
petani rakyat (pilihan pola migrasi dan usaha tani),
petani kaya (keputusan-keputusan investasi di garis

batas hutan atau “forest frontier”) dan para pemegang
HPH (insentif untuk mengelola hutan primer dalam
jangka panjang).

RINGKASAN DAN KESIMPULAN

Sampai tingkat tertentu deforestasi di Indonesia
memang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan akan
produksi pangan yang meningkat dan untuk kegiatan-
kegiatan lain yang berhubungan dengan perkembangan
ekonomi. Pemerintah Indonesia telah menetapkan
hutan konversi (kira-kira seperempat dari keseluruhan
lahan hutan) sebagai kawasan-kawasan yang tepat
untuk deforestasi. Namun demikian, deforestasi dan
degradasi hutan telah beranjak lebih jauh dari perbatasan
hutan-hutan konversi, dan telah ada masalah-masalah
yang patut dicatat mengenai penentuan tataguna lahan
yang kurang sesuai. Studi RePPProT (1990:36), misal-
nya, menemukan bahwa 30,8 juta ha hutan produksi
harus diklasifikasi ulang sebagai hutan lindung.

Agar dapat mengatasi masalah yang terjadi akibat
hilangnya tutupan hutan yang tidak seharusnya di
Indonesia, perlu diketahui laju perubahan tutupan
hutan dan penyebabnya. Keraguan dan kerancuan
fundamental mengenai laju dan penyebab deforestasi
di Indonesia harus diselesaikan. Pemahaman situasi
secara lebih baik merupakan prasyarat untuk meran-
cang kebijakan-kebijakan baru dan menyesuaikan
kebijakan-kebijakan yang ada dengan tujuan mening-
katkan kesejahteraan masyarakat di sekitar dan di dalam
hutan dan konservasi serta pengelolaan hutan-hutan di
Indonesia.

Untuk mencapai hal itu, pertanyaan-pertanyaan
utama yang harus dijawab adalah:

(1) Bagaimanakah kita akan mendefinisikan “hutan”,
“deforestasi” dan “pelaku” dalam konteks Indonesia?
Ini merupakan langkah mendasar bukan hanya untuk
menafsirkan informasi yang ada, dan membangun
basis teori yang meyakinkan untuk pelaksanaan peneli-
tian selanjutnya, tetapi juga untuk menerapkan “bahasa
yang sama’ diantara para peneliti dan pembuat kebi-
jakan. Kami menyarankan agar para peneliti memakai
istilah dan metodologi yang diusulkan oleh FAO
(1996) dalam menghadapi masalah ini.

(2) Apakah ciri-ciri sosio-ekonomi dan praktek-praktek
tataguna lahan berbagai pelaku yang dikelompokkan
menjadi satu dalam istilah “perladangan berpindah’?
Pertanyaan yang terkait adalah: Bagaimanakah propor-
si berbagai jenis petani rakyat yang berladang di hutan
atau di pinggir hutan (misalnya peladang berpindah,
perambah hutan, dan petani yang mengusahakan

% Diantara pustaka yang membahas efek kondisi ekonomi makro pada komoditas pertanian tertentu, lihat: Barlow dan Muharminto
(1982:88, 112); Nancy (1988); Siebert ef al. (1994); Angelsen (1995).
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perkebunan rakyat)? Secara geografis, dimanakah para
petani rakyat biasanya melakukan usaha pertaniannya?
Apakah hubungan antara tingkat penghidupan (misal-
nya pemenuhan kebutuhan hidup yang pokok vs.
pencarian tambahan pemasukan) dengan konservasi
hutan?

(3) Apakah hubungan antara kenaikan kepadatan pen-
duduk dan hilangnya tutupan hutan bersifat kausal
atau hanya kebetulan? Jawaban atas pertanyaan ini
banyak mengandung hal-hal praktis, dengan penger-
tian bahwa keputusan-keputusan akan terus dibuat
mengenai di mana transmigran akan ditempatkan dan
di mana tidak akan ditempatkan, di mana pemukiman
pada umumnya akan diizinkan dan di mana tidak akan
diijinkan. Penafsiran yang berguna bagi korelasi terba-
lik antara kepadatan penduduk dan tutupan hutan harus
didasarkan pada konseptualisasi yang jelas dan konsis-
ten atas para pelaku deforestasi, pengakuan bahwa
kependudukan merupakan variabel antara (intermediate
variable), dan penerimaan atas semua variable bebas
yang relevan.

(4) Mengapa ada pemegang konsesi (HPH) yang
dilaporkan mengelola konsesinya dengan baik, sedang-
kan yang lain tidak? Pertanyaan-pertanyaan yang
berhubungan adalah: Sejauh mana pembaharuan-
pembaharuan kebijakan yang diusulkan (peningkatan
penerimaan pemerintah atas hutan yang telah diberikan
ijin eksploitasinya atau ‘rent capture’, perpanjangan
siklus konsesi dan jaminan hak pengelolaan hutan,
bertambahnya kompetisi untuk memperoleh HPH,
kenaikan biaya konsesi berdasarkan luas areal) akan
meningkatkan kinerja pengelolaan konsesi hutan?
Apakah kepentingan negara dalam hubungannya
dengan konservasi jangka panjang dan pengelolaan
hutan primer?

(5) Apakah dampak keseluruhan restrukturisasi eko-
nomi makro dan perubahan harga-harga komoditas
sejak awal 1980-an terhadap tutupan hutan? Jawaban-
jawaban pertanyaan ini dan pertanyaan-pertanyaan
lain pada tingkat ekonomi makro akan mempunyai

nilai praktis yang tinggi untuk merancang pembaharu-
an-pembaharuan dalam kebijakan-kebijakan sektoral
maupun ekstra-sektoral.

Selain menjawab pertanyaan-pertanyaan ini,
penelitian lebih lanjut mengenai tingkat dan penyebab
deforestasi di Indonesia, harus memperhatikan dua
pegangan yang muncul dari ulasan analisa-analisa
yang telah dikerjakan sampai saat ini (lihat Tabel 1).
Pertama, harus diakui bahwa beberapa jenis pelaku
mempunyai peran penting dalam proses konversi
hutan. Oleh sebab itu para peneliti tidak boleh
mengikuti kecenderungan umum yang mencari penye-
bab tunggal dan tidak memberi perhatian yang cukup
pada penyebab-penyebab lain. Kebijakan untuk
menyelesaikan masalah deforestasi yang tidak perlu
dan tidak tepat, yang hanya terfokus pada satu bentuk
pelaku pasti akan gagal mencapai sasarannya, karena
kurang menghayati rumitnya masalah.

Kedua, penelitian di masa depan harus melanjut-
kan kecenderungan yang dimulai setelah tahun 1990
(lihat Tabel 1), dengan tidak membatasi diri pada
pelaku pembukaan tutupan hutan (transmigran, peram-
bah hutan, pemegang HPH, dll) saja. Agar penyebab
langsung dan penyebab yang mendasari perubahan
tataguna lahan dapat dipahami secara memadai, perlu
dianalisa kecenderungan dan arah situasi politik,
ekonomi dan sosial yang lebih luas pada tingkat lokal,
regional, nasional dan internasional yang mempenga-
ruhi perilaku di pinggiran hutan (forest margin).
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